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BUPATI BUTON,

bahwa ruang wilayah Negara  Kesatuan Republik
Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri
Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu
ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana,
berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada
kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah
dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya
kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan
landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan
memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah
Kabupaten Buton, diperlukan rencana detail tata ruang
yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum
yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan
ruang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7
dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Perencanaan Lasalimu Tahun 2024-2044;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



W

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton
Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Nomor 22);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan
Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KECAMATAN LASALIMU TAHUN 2024-2044.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2,
3.

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Bupati adalah Bupati Buton.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang meémegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang,
selanjutnya  disebut lembang, adalah  kesatuan
masyarakat hukum  yang memiliki  batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai
dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Kesesuaian  Kegiatan = Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ
kabupaten/kota.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan
Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik
dan terdiri atas beberapa Blok.
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Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang
bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan
nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam,
dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan
untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam
pelaksanaan pembangunan.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

a.
b.
G

tujuan penataan WP;
rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;
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d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;

.
f.

(1)

@)

(3)

(4)

(5)

PZ; dan
kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Delineasi WP Kecamatan Lasalimu ditetapkan sebagai WP

I berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi

dengan luas 6.064,41 (enam ribu enam puluh empat

koma empat satu) hektare.

Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Lawele dan
Laut Banda;

b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bonelalo dan
Desa Wasuamba;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lawele, Desa
Nambo, Desa Suandala, Desa Togomangura, Desa
Sribatara, Kelurahan Kamaru, dan Desa Lasembangi;
dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Benteng dan
Desa Wagari.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

sebagian Desa Benteng;

sebagian Desa Lawele;

sebagian Desa Nambo;

sebagian Desa Suandala;

sebagian Desa Togomangura;

sebagian Desa Sribatara;

sebagian Kelurahan Kamaruy;

sebagian Desa Lasembangi; dan

i. seluruh Desa Talaga Baru.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi

menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:

a. SWP LA mencakup sebagian Desa Lawele dan sebagian
Desa Benteng terdiri atas Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok
I.A.3, dan Blok 1.A.4;

b. SWP 1B mencakup sebagian Desa Nambo dan
sebagian Desa Suandala terdiri atas Blok 1.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok I.B.3;

c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Lasembangi,
sebagian Desa Talaga Baru, sebagian Desa
Tagomangura, sebagian Desa Sribata, dan sebagian
Kelurahan Kamaru terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2,
Blok I.C.3, Blok 1.C.4, Blok 1.C.5, Blok I.C.6, Blok 1.C.7,
Blok I.C.8; dan

d. SWP LD mencakup sebagian Desa Lasembangi dan
sebagian Desa Talaga Baru terdiri atas Blok 1.D.1, Blok
[.D.2, dan Blok 1.D.3,

Delineasi WP Kecamatan Lasalimu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Lasalimu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam
peta dengan tingkat Kketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4
Tujuan penataan WP Kecamatan Lasalimu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP
Kecamatan Lasalimu sebagai Kawasan Pertanian, Kawasan
Perindustrian yang Berdaya Saing Tinggi, serta Berwawasan
Lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran [II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.1.

(3) Sub pusat pelayanan  kota/kawasan = perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP LA pada Blok [.A.2;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan
c. SWP L.D pada Blok I.D.3.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ berupa pusat lingkungan kecamatan
terdapat di SWP [.D pada Blok I.D.1.
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Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LA yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. terminal penumpang;
d. jembatan;
e. halte;
f. pelabuhan penyeberangan;
g. terminal khusus; dan
h. pelabuhan perikanan;
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a meliputi:

a. jalan kolektor primer;

b. jalan kolektor sekunder;

c. jalan lokal primer;

d. jalan lokal sekunder;

e. jalan lingkungan primer; dan

f. jalan lingkungan sekunder.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. ruas jalan Lasalimu - Kamaru (Dermaga Ferry)
melintas di SWP I.C dan SWP 1.D; dan

b. ruas jalan Lawele - Kamaru melintas di SWP [.A, SWP
[.B, dan SWPI.C.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufb meliputi:

a. ruas jalan Lawele — Kabungka melintas di SWP 1.A;

b. ruas jaringan jalan Spg3 (Jln. Prov) - Pelabuhan
Nambo (JIn. Kab.) melintas di SWP 1.B;

c. Jl. Pelabuhan Nambo melintas di SWP 1.B;

d. :‘juas JL. Bonelalo — Talaga Baru melintas di SWP 1.D;

an

€. ruas Jl. Talaga Baru - Lasembangi melintas di SWP 1.D.

Jalan loka] primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ melintas di SWP I.A, SWB [.B, dan SWP I.C.
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(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d melintas di SWP 1.A, SWP 1.C, dan SWP L.D.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e melintas di SWP I.C.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f melintas di SWP LA, SWP 1.B, SWP I.C,
dan SWP L.D.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9
Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. Ruas Jalan Alternatif Angkutan Tambang menuju
Pelabuhan Nambo melintas di SWP 1.B; dan
b. Ruas Jalan Dari Lasembangi Menuju Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) melintas di SWP L.D.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10
(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C.
(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa Terminal Kamaru di SWP I.C pada Blok
Le. 1

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
d terdapat di:
a. SWP L.A pada Blok [.A.1 dan Blok 1.A.4;
b. SWP L.B pada Blok [.B.1; dan
c. SWP L.D pada Blok I.D.3.

Paragraf 5
Halte

Pasal 12
Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e
terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.3;
b. SWP I.B pada Blok 1.B.2 dan Blok I.B.3;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok
I.C.7; dan
d. SWP LD pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.3.
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Paragraf 6
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 13
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan penyeberangan
kelas II.
(2) Pelabuhan penyeberangan kelas Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa Pelabuhan Kamaru di SWP 1.C pada

Blok I.C.1.

Paragraf 7
Terminal Khusus

Pasal 14
Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf g berupa Terminal Khusus Kawasan Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu Kabupaten Buton di SWP I.D pada Blok
HiB, U

Paragraf 8
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15
(1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf h berupa pelabuhan Perikanan Nusantara
Kamaru.
(2) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 16
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
rencana jaringan energi;
rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencanajaringan air minum;
rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3);
rencana jaringan persampahan,;
rencana jaringan drainase; dan
rencana jaringan prasarana lainnya.

P aogpe

e
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Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17
(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf a meliputi:
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a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pendukung;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

pembangkit listrik lainnya yaitu Pembangkit Listrik

Tenaga Biomassa (PLTBm) 9,8 MW di SWP 1.B pada Blok

1.B.3.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di
SWP LA, SWP 1.B, SWP 1.C, dan SWP 1.D; dan

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di
SWP 1.A, SWP 1.B, SWP 1.C, dan SWP L.D;

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

berupa gardu distribusi terdapat di SWP I.D pada Blok

I.D.1.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berupa jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP 1.B,
SWP 1.C, dan SWP L.D.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station
(BTS) terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok 1.A.2;
b. SWP L.B pada Blok 1.B.3;
c. SWPI.C pada Blok 1.C.3 dan Blok I.C.7; dan
d. SWP I.D pada Blok 1.D.2.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran [II.D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf ¢ meliputi:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.
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Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diantaranya:
a. sistem jaringan irigasi di Daerah Irigasi Lawele
meliputi:
1. jaringan irigasi primer melintas di SWP [.A;
2. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP [.A; dan
3. jaringan irigasi tersier melintas di SWP LA,
b. sistem jaringan irigasi di Daerah Irigasi Lasembangi
meliputi:
1. jaringan irigasi primer melintas di SWP [.D;
2.jaringan irigasi sekunder melintas di SWP [.D; dan
3. jaringan irigasi tersier melintas di SWP L.D.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. pintu air terdapat di:
1. Daerah Irigasi Lawele yaitu di SWP 1.A pada Blok
I.A.1; dan
2. Daerah Irigasi Lasembangi yaitu di SWP [.D pada
Blok 1.D.3.
b. prasarana irigasi terdapat di:
1. Daerah Irigasi Lawele yaitu di SWP 1.A pada Blok
I.A.1; dan
2. Daerah Irigasi Lasembangi yaitu di SWP 1.D pada
Blok 1.D.3.
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LE yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan unit distribusi berupa jaringan
distribusi pembagi melintas di SWP 1.A, SWP 1.B, SWP I.C,
dan SWPIL.D.
Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air
terdapat di:
a. SWP [.A pada Blok 1.A.3;
b. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan I.C.7; dan
c. SWPI.D padaBlok I.D.1.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran IIL.LF yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 21
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa sistem
pengelolaan air limbah domestik terpusat.
Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala
kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
a. SWP LA pada Blok [.A.2;
b. SWP I.B pada Blok 1.B.2;
c. SWPI.C pada Blok I.C.3; dan
d. SWP 1.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.3.
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.G yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R); dan
b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok 1.A.3;
b. SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.3;
c. SWP I.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.5, dan Blok 1.C.7;
dan
d. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.3.
Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.3.
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LH yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 huruf g meliputi:
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a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. bangunan pelengkap drainase.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP
LD,

Jaringan drainase sckunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP [.B, SWP I.C,
dan SWP 1.D.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ melintas di SWP [.A, SWP 1.B, SWP I.C,
dan SWP L.D.

Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.1; dan

b. SWP I.D pada Blok 1.D.3.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi; dan
c. jaringan pejalan kaki.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdapat di
a. ruas jalan Lasalimu - Kamaru (Dermaga Ferry)
melintas di SWP 1.D; dan
b. JL. Dalam Desa Lasembangi melintas di SWP I.D.
Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa tempat evakuasi akhir.
Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdapat di Puskesmas Pembantu Lasembangi di SWP
[.D pada Blok 1.D.3.
Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdapat di:
a. jalan kolektor primer meliputi:
1. ruas jalan Lawele - Kamaru yang melintas di SWP
I.LA, SWP |.B, dan SWP I.C; dan
2. ruas jalan Lasalimu - Kamaru (Dermaga Ferry)
yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
b. jalan kolektor sekunder meliputi:
1. ruas jaringan jalan Spg.3 (Jln. Prov.) - Pelabuhan
Nambo (Jln. Kab.) yang melintas di SWP 1.B; dan
2. ruas Jl. Bonelalo - Talaga Baru yang melintas di
SWPI.D.
C. jalan lokal primer yang melintas di SWP I.C; dan
d. jalan lokal sekunder yang melintas di SWP I.C.



(6)

(1)

« 15 o

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
lll.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf ¢ meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran IV yang Merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a.

b
g.
d.
e

(1)

(2)

(3)

Zona hutan lindung dengan kode HL;

Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
Zona konservasi dengan kode KS; dan

Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 27
Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 171,86
(seratus tujuh puluh satu koma delapan enam) hektare
berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 171,86 (seratus tujuh
puluh satu koma delapan enam) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok [.A.3;

b. SWP I.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok 1.C.3;
an

c. SWP 1D pada Blok 1.D.2.

Pemanfaatan ruang zona hutan lindung sebagaimana
d@maksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.
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Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 28

Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan
luas 151,85 (seratus lima puluh satu koma dejapan lima)
hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan
kode PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 151,85
(seratus lima puluh satu koma delapan lima) hektare
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok L.A.3, dan

Blok 1.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
c. SWP IL.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
d. SWP LD pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 29
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan
luas 19,12 (sembilan belas koma satu dua) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
c. Sub-Zonajalur hijau dengan kode RTH-8.
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
6,71 (enam koma tujuh satu) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok [.A.1 dan Blok [.A.3;
b. SWP LB pada Blok 1.B.2 dan Blok I.B.3;
c. SWP I.C pada Blok [.C.1; dan
d. SWP I.D pada Blok [.D.2.
Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,65 (satu
koma enam lima) hektare terdapat di:
a. SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan
b. SWP I.D pada Blok I.D.3.
Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 10,76
(sepuluh koma tujuh enam) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok [.A.4;
b. SWP 1B pada Blok I.B.l, Blok I.B.2, dan Blok 1.B.3;

dan

c. SWP L.D pada Blok I.D.1,

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 30
Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 19,08 (sembilan belas

koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona suaka
margasatwa dengan kode SM.



(2)

(1)

(2)

= 17-

Sub-Zona suaka margasatwa dengan kode SM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 19,08
(sembilan belas koma nol delapan) hektare merupakan
bagian dari suaka margasatwa Lambusango terdapat di
SWP I.A pada Blok 1.A.1, Blok [.A.3, dan Blok 1.A.4.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 31
Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 28,72 (dua puluh
delapan koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona badan
air dengan kode BA.
Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 28,72 (dua puluh
delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan
Blok 1.A.4;
SWP [.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2;
SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
SWP 1.D pada Blok 1.D.3.

po o

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf b meliputi:

SRR TR e Ae o p

(1)

(2)

Zona hutan produksi dengan kode KHP;

Zona pertanian dengan kode P;

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
Zona pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
Zona transportasi dengan kode TR;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
Zona badanjalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 33

Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 15,92 (lima
belas koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona
hutan produksi tetap dengan kode HP.

Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1592
(lima belas koma sembilan dua) hektare terdapat di SWP
I.A pada Blok 1.A.4.
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Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 34

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 4.270,70 (empat ribu

dua ratus tujuh puluh koma tujuh) hektare meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;

b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan

c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 871,43

(delapan ratus tujuh puluh satu koma empat tiga) hektare

terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2 dan Blok [.A.3;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.1;

c. SWP I.C pada Blok 1.C.2 dan Blok I.C.8; dan

d. SWP L.D pada Blok 1.D.1, Blok [.D.2, dan Blok 1.D.3.

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 394,99 (tiga

ratus sembilan puluh empat koma sembilan sembilan)

hektare terdapat di:

a. SWP I.C pada Blok 1.C.2; dan

b. SWP L.D pada Blok 1.D.2 dan Blok 1.D.3.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 3.004,29 (tiga

ribu empat koma dua sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan
Blok 1.A.4;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok [.C.2, Blok I.C.3, Blok
I.C.4, Blok I.C.5, Blok 1.C.6, Blok I.C.7, dan Blok 1.C.8;
dan

d. SWP L.D pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, dan Blok [.D.3.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢ dengan
luas 660,34 (enam ratus enam puluh koma tiga empat)
hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri
dengan kode KPI.
Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 660,34
(enam ratus enam puluh koma tiga empat) hektare
terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok [.A.4;
b. SwP LB pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;

dan

c. SWP I.D pada Blok 1.D.1.
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Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 36
Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 5,00 (lima) hektare
berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,00 (lima) hektare
terdapat di:
a. SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 37

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf e dengan luas 635,45 (enam ratus

tiga puluh lima koma empat lima) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode
R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3;

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4; dan

d. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode R-5.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas

38,50 (tiga puluh delapan koma lima) hektare terdapat di

SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas

195,33 (seratus sembilan puluh lima koma tiga tiga)

hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.1, Blok 1.A.2, Blok [.A.3, dan
Blok 1.A.4;

b. SWP LB pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok 1.C.3, Blok
I.C.4, Blok I.C.5, Blok 1.C.6, Blok I.C.7, dan Blok 1.C.8.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas

24,91 (dua puluh empat koma sembilan satu) hektare

terdapat di SWP I.D pada Blok [.D.1 dan Blok [.D.3.

Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan

kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dengan luas 376,72 (tiga ratus tujuh puluh enam koma

tujuh dua) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok 1.D.2.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

-20-

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan

luas 12,69 (dua belas koma enam sembilan) hektare

meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
dan

b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas

6,97 (enam koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok 1.A.4;

b. SWP 1.B pada Blok 1.B.2;

c. SWP L.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8;
dan

d. SWP L.D pada Blok I.D.3.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dengan luas

5,72 (lima koma tujuh dua) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok [.A.3, dan
Blok [.A.4;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok I.B.3;

c. SWP I1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok
I.C.6, dan Blok I.C.7, dan Blok 1.C.8; dan

d. SWP L.D pada Blok [.D.1 dan Blok I.D.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 39
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 3,44 (tiga
koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona
perdagangan danjasa skala WP dengan kode K-2.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-
2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,44
(tiga koma empat empat) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.LA.1; dan
b. SWP I.C pada Blok [.C.1.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 40
Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf h dengan luas 8,54 (delapan koma
lima empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT.
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,54 (delapan koma
lima empat) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok 1.A.3;
b. SWP 1B pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3;
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c. SWP I.C pada Blok 1.C.1, Blok I.C.3, Blok 1.C.4, Blok
I1.C.5, dan Blok I.C.7; dan
d. SWP I.D pada Blok 1.D.3.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 41

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dengan
luas 2,02 (dua koma nol dua) hektare berupa Sub-Zona
pengelolaan persampahan dengan kode PP.

Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,02
(dua koma nol dua) hektare terdapat di SWP 1.C pada Blok
1E.3.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 42

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf j dengan luas 2,21 (dua koma dua
satu) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode
TR.

Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,21 (dua koma dua
satu) hektare terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.1.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k dengan
luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,22
(nol koma dua dua) hektare berupa Koramil 1413-
13/Lasalimu terdapat di SWP I.C pada Blok 1.C.1.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 44

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf 1 dengan luas 57,27 (lima puluh
tujuh koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan
jalan dengan kode BJ.

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 57,27 (lima puluh
tujuh koma dua tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan

Blok 1.A.4;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
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c. SWP I.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, Blok
1.C.4, Blok 1.C.5, Blok 1.C.6, Blok 1.C.7, dan Blok 1.C.8;

dan
d. SWP I.D pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, dan Blok 1.D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Lasalimu.
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

Pasal 46
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kecamatan Lasalimu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2} huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47
Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
a. program perwujudan;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP dan/atau Blok.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
C. anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota; dan/atau
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d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri dari:

a. kementerian/lembaga;

b. perangkat daerah;

C. swasta,

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2024,

b. tahap Il pada periode tahun 2025-2029;

c. tahap IIl pada periode tahun 2030-2034;

d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
e. tahap V pada periode tahun 2040-2044.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48
PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
a. aturan dasar; dan
b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 49
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a
meliputi:
ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;
ketentuan prasarana dan sarana minimal,
ketentuan khusus; dan
ketentuan pelaksanaan.

o a0 op

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:
a. Klasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan/diizinkan,
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b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara
terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan/atau

d. Klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau

Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat

secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi Tl yaitu pembatasan hanya pada
waktu/hari tertentu/jam operasional;

b. Klasifikasi T2 yaitu pembatasan pelaku usaha usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan

c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan pada kegiatan
eksisting sebelum RDTR Kecamatan Lasalimu ini
ditetapkan melalui peraturan bupati.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat

tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ merupakan kategori kegiatan dan
penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-
persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi Bl yaitu kegiatan bersyarat wajib
menyediakan sarana/prasarana pendukung kegiatan;
dan

b. klasifikasi B2 yaitu kegiatan bersyarat wajib
melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan
penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan
peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan
dan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

a meliputi:

a. Zona hutan lindung dengan kode HL berupa Sub-Zona
hutan lindung dengan kode HL;

b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

¢. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
1. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

2. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
3. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
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Zona konservasi dengan kode KS meliputi Sub-Zona
suaka margasatwa laut dengan kode SM; dan

Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA.

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b meliputi:

a.

b.

k.

(1

Zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi Sub-

Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;

Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI

berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri

dengan kode KPI,

Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona

pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3;

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4; dan

4. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode R-S5.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-
2; dan

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan

kode K-2;

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona

perkantoran dengan kode KT,

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP

berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan

kode PP;

Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona

transportasi dengan kode TR;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan

Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona

badan jalan dengan kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
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a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan
maksimum;

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;

d. luas kaveling minimum;

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

Ketentuan tata bangunan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf ¢ meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum,;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum,;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang

(JBB) minimum.,
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang
harus ada pada setiap Zona.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf e terdiri atas:

a.
b.

C.

lahan pertanian pangan berkelanjutan;
tempat evakuasi bencana;
kawasan sempadan; dan

d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
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Pasal 55

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdapat

di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 seluas

729,72 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh dua)

hektare meliputi:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok [.A.3;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.1;

c. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan

d. SWP I.D pada Blok 1.D.2 dan Blok 1.D.3.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:

a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang
dialihfungsikan,;

b. Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian
pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

c. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai
lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada
huruf b hanya dapat dilakukan dengan syarat:

1. dilakukan kajian kelayakan strategis;

2. disusun rencana alih fungsi lahan;

3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan
pertanian pangan berkelanjutan yang
dialihfungsikan.

d. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi
lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda,
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c
angka 1 dan angka 2 tidak diberlakukan.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam

peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran

VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa tempat evakuasi

akhir terdapat di Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan

kode SPU-2 terdapat di SWP 1.D pada Blok 1.D.3.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan standar kelayakan tempat dan
bangunan tangguh bencana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. menyediakan fasilitas dan logistik pendukung tempat
evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIILB yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 57

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:

a. kawasan sempadan sungai; dan

b. kawasan sempadan pantai.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.1;

b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat
di:

1. SWP L.C pada Blok 1.C.2; dan
2. SWP LD pada Blok dan 1.D.3.

c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di
SWP 1.D pada Blok 1.D.3;

d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP LA pada Blok [.A.2 dan Blok I.A.4; dan
2. SWP L.D. pada Blok 1.D.2.

e. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP
I.C pada Blok I.C.2.

Ketentuan  khusus  kawasan sempadan pantai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode
R-2 terdapat di SWP 1.C pada Blok I.C.1;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
terdapat di:

1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
2. SWP I.D pada Blok I.D.1.

d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2 terdapat di SWP 1.C pada Blok I.C.1;

e. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di
SWP I.C pada Blok 1.C.1;

f. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode
KPI terdapat di SWP 1.D pada Blok 1.D.1;

g. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat
di SWP 1.D pada Blok 1.D.1; dan

h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di
SWP I.D pada Blok 1.D.1 dan 1.D.2.

Ketentuan  khusus  kawasan sempadan sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai

berikut:

a. Kegiatan bangunan eksisting dibatasi intensitas
pemanfaatan ruangnya tidak dapat melebihi intensitas
pemanfaatan eksisting;

b. Pembangunan jaringan jalan pada sisi luar yang
berbatasan dengan sungai, sebagai jalur inspeksi;

c. Halaman depan rumah mengarah ke arah sungai; dan
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d. Menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat
skala kawasan.

Ketentuan  khusus  kawasan sempadan pantai

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai

berikut:

a. Pembatasan kegiatan pendirian bangunan kecuali
bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan
badan air dan pemanfaatan air;

b. Terhadap bangunan yang telah terlanjur ada dalam
sempadan pantai sehingga bangunan tersebut secara
bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan
fungsi kawasan;

c¢. Pembatasan kegiatan yang mengubah bentang alam
dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi
sempadan pantai dan sekitar;

d. Pembatasan kegiatan yang menghalangi dan/atau
menutup ruang danjalur evakuasi; dan

e. Pembatasan kegiatan yang mengganggu akses

terhadap sempadan pantai serta
menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi
bencana.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIIL.C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 58

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan

batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d

meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat
di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.2; dan
2. SWP I.B pada Blok 1.B.1.

b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok I.A.4;

2. SWP L.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
dan

3. SWP IL.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3,
Blok 1.C.4, Blok I.C.5, Blok 1.C.6, Blok I.C.7, dan
Blok I.C.8.

c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode

KPI terdapat di:

1. SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.2; dan

2. SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3.
d. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.1.

e. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode
R-2 terdapat di R-2 terdapat di SWP 1.C pada Blok
LC.1;

8 Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3 terdapat di:
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SWP I.A pada Blok 1.A.2, Blok 1.A.4;
SWP I.B pada Blok I.B. 1, Blok 1.B.2, dan Blok I.B.3;
dan
3. SWP L.C pada Blok I.C.2, Blok 1.C.4, Blok I.C.5,
Blok I.C.6, dan Blok 1.C.7.
h. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4
terdapat di SWP [.B pada Blok 1.B.3;
i. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

N

j.- Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3

terdapat di:
1. SWP 1B pada Blok [.B.2 dan Blok 1.B.3; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:

a. kegiatan penggalian tidak dilakukan secara masif pada
lokasi dengan kelerengan agak curam atau 25-40 (dua
puluh lima sampai dengan empat puluh) persen;

b. kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam radius
tertentu dari objek cagar budaya;

c. menyediakan prasarana mitigasi bencana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. menyediakan sistem peringatan dan deteksi dini
bencana banjir dan longsor.

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran VIII.D yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf f meliputi:
a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
b. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan

tidak sesuai dengan PZ.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan
yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak
positif bagi masyarakat, serta yang memberikan
disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak
sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi
masyarakat,
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
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a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai
dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RDTR.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan

Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak

sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berupa keterlanjuran pada Zona Perlindungan

Setempat dengan kode PS.

Keterlanjuran pada Zona Perlindungan Setempat dengan

kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku

ketetuan sebagai berikut:

a. dilarang membangun baru obyek vital/fasilitas kritis
berisiko tinggi dan perumahan baruy;

b. diizinkan kegiatan dermaga, ekowisata dan budi daya
non terbangun berupa pertanian tanaman pangan,
perkebunan kelapa, budi daya tambak, perkebunan
tanaman keras dan agro forestry, dan

c. diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan SPU dan
perumahan eksisting dengan syarat dan batas:

1. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimal 50%
(lima puluh persen);

2. dilengkapi dengan struktur pengendali banjir
untuk proteksi bangunan,;

3. konstruksi bangunan disarankan berupa panggung
atau konstruksi yang adaptif terhadap bahaya
banjir; dan

4. orientasi bangunan menghadap ke sungai/ saluran.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 60

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 huruf b berupa zona banjir (flood plain zone) dengan kode i.

(1)

Pasal 61
Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (flood plain zone)
dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
meliputi:
a. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di
SWP I.D pada Blok 1.D.3;
b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat
di:
1. SWP I.C pada Blok 1.C.2; dan
2. SWP L.D pada Blok 1.D.3.
c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di
SWP 1.D pada Blok 1.D.3;
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d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4 terdapat di SWP 1.D dengan kode 1.D.3;

e. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
terdapat di SWP 1.D pada Blok 1.D.3;

f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
terdapat di SWP 1.D pada Blok 1.D.3; dan

g. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di
SWP I.D pada Blok 1.D.3.

Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (flood plain zone)

dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan scbagai berikut:

a. mengurangi KDB sebesar 10% (scpuluh persen) dari
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

b. menambah KDH sebesar 10% (sepuluh persen) dari
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

c. meclakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan
terhadap Dbencana banjir dan/atau melakukan
konservasi sungai untuk mitigasi bencana,

d. mengembangkan sistem peringatan dini;

e. menyediakan jalur evakuasi yang dapat dijangkau saat
proses evakuasi;

f. tidak diperbolchkan mengubah aliran, saluran/sungai
dan kegiatan yang berpotensi menyecbabkan terjadinya
bencana banjir; dan

g. menyediakan akses publik menuju sungai di
sepanjang sungai untuk dapat dijadikan sebagai jalur
inspeksi.

Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (flood plain zone)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 62
Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
Forum Pecnataan Ruang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dbertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah,
instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Pcnataan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi
penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63
Jangka waktu RDTR Kecamatan Lasalimu adalah 20 (dua
puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam periode 5 (lima) tahunan.
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(20 Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,
peninjauan kembali RDTR Kecamatan Lasalimu dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima)
tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang- undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan undang- undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati
Buton tentang RDTR Kecamatan Lasalimu dapat
direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis
dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Buton tentang RDTR Kecamatan
Lasalimu dilengkapi dengan rencana dan album peta yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Buton ini.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin

Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di WP Kecamatan Lasalimu yang
diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati
ini;

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya
dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme
penerbitan KKPR; dan

d. Izin Usaha Pertambangan (IUP} yang masih berlaku dapat
melakukan kegiatan penambangan sebagai bagian dari
usaha pertambangan untuk memproduksi mineral
dan/atau batubara dan mineral ikutannya sampai dengan
berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP
wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan yang meliputi:

1. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup pertambangan sesuai dengan dokumen
lingkungan hidup;
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dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan penanggulangan dan
pemulihan lingkungan hidup;

meclaksanakan kegiatan rcklamasi pada kawasan yang
tclah sclesai dilakukan penambangan sebagai upaya
untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ckosistem agar dapat berfungsi
kembali sesuai peruntukannya dalam RDTR; dan
mclaksanakan kegiatan pascatambang meliputi
kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut
sctelah akhir scbagian atau scluruh kegiatan usaha
pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan
alam dan fungsi sosial sesuai dengan RDTR Kecamatan
Lasalimu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pecraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

sctiap orang dapat mengetahuinya, mecmcrintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam

Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditctapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Mci 2024

Pj. BUPATI BUTON,
ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwa jo

pada tanggal 1> M&

SEKRETARIS DAERAH

ASNAWI SAMALUDDIN

2024

KABUPATEN BUTON

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 224NOMOR %2
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APBD Dinas Pekerjran Umum dan
Kabupaten ¥ k! Penataan Ruang &
N i
I\-Inkaannnn persetyjuan kenesupian krmnhn APBD Dinaa Pekerjaan Umum dan
AL pemanfaatan ruang untuk keglatan berusahn SWP1C pada Blok 1.C.1 Kabupaten = - Penataan Ruang
Pelak sanaan persctujuan b lan } APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
2.1.2 pemanfastan runng untuk kegiatan non berusaha BWIHLE! parkay Blply G L | Kabupaten - - Penataan Ruang s
H R =
1 —
- T T & = T = N s -
AFBD Dinas Pclmjnn Umum dan
3.1. wPl, d LC.1 . . .
1.1 |Perencanaan penyediasn PSU perumahan SwPL.C pada Biok 1.C et AN R
Vi Koordinasi dan Sink isasi dalam mngka penyediann 'SWPL.C pada Blok 1.C.1 A.PBD 5 B Dinas Pckcr;aan Umum dan -
[prasarana, sarana, dan utilitas umum Penataan Ruang
s : " Dinas Pekerjaan Umum dan
3.1.3 |Kerja sama peny / pengel PSU per SWPLC pada Blok 1.C.1 - = Penataan Ruang =
Dinas Pekerjaan Umum dan
3.1.4 Penyedinn tenagn listrik untuk perumahan SWPL.C pada Blok 1.C.1 = = Rt e Rumg =
B e e . Lo - - | _ SEa—_
™ e o -, _— - -
a1l publik tmun-.pcmbangunnn dan penetapan lokasi Dinas Pekerjaan Umnum dan
" |peneadan = - Penataan Ruang i

n tanah untuk kepentingan umum di tingkat

5.1 x;’ﬁz‘:j““‘"‘ Duog; Frasamana; Pengelotasts SWP IC pada Blokl.C.l = Dinas Lingkungan Hidup :
5.1.2 :::'gopnp:msian dan pemeliharaan sarana penanganan SWPLC pada Blok 1.C.1 IACIPEEpelcn . s Dinas Lingkungan Hidup ¥
513 [re pah melslui p T SWPLC pada Blok L.C.1 ",“Pbaewm : 5 Dines Lingkungan Hidup .
514 :;g'::mn sampah melalui pemanfiaatan kembali SWPLC pads Blok.C.1 ‘l:apgfparcn - - Dinas Lingkungan Ridup =
pemeliharaan sarana dan prasarana penangAnan SWPLC pada Blok 1.C.1 Kabupaten = = Dinas Lingkungan Hidup -
APBD - :
517 [Pe pah melalui pengumpul pah SWPLC pada Blok 1.C.1 Kabupaten . - Dinas Lingkungan Hidup -
b remmammmiow Kawssan Perkotaan = &S - = ¥ e, o g i e =
; nataan dan Lingkur ‘ 1 e s - = — ==
— T - e —————— === —
SWP LA pada Blok 1.A.2, APED Dinas Pekerjaan Umum dan
L1 [Penga P b SWP 1.B pada Blok L.B.2, dan e . - o e 2
SWP 1.D pada Blok L.D.3 Bpalrnl natean Ruang
" p—] m Pens - gEteg . maw 3 Fr— ] = ] T ey = A F . ¥ e Lk S
e ] e e ey T
Pelal e tan g SWP LA pada Blok LA.2, APBD Dinas Pekeriaan U dan
211 [Pelaksanasn p k e SWPLB pada Blok 1.B.2, dan e g % '"“Pemm”""gu:‘":
ruang untuk kegiatan berusaha SWP LD pach Blok 1.D.3
Dtal Lo T SWP LA pada Blok LA.2, APED Dinas Pekeri
212 |[Fewoeasn peretyjuan kesceuslan keglatan - [swPLBpada BiokLB.Z,dan e e - oo e
ROgULI fLonjcipaang) SWP1Dosda Blokl.D.3
% g k ﬂn_Pﬂurana Samnadan'U'ﬂnns Umum (PSU} —— = =
r i —— g ——
Dinas Pekerjaan Umum dan
3Lt |per P SWPLB pada Blok 1.B.2, dan e paten = Pcnataan Ruang
SWPI.D pada Blok LD.3
g,y [icamiueet diu Ankamimael Ao rnghs penyckhen s ‘;.‘;‘3: Bk (B2, dan AR - ; A T -
ISESTE GRFeRT ) CUN U R mum SWPLD pada Blok 1D.3 | b pas= .
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Urusan Pomerintahan ﬂ l  Kota yang mmbidug!
_— _._.__._..l h'ﬂnr-
SWP IA padn Blok 1A.2,
313 [Keja sama penyvdinan/ pengelolnan PSU perumahnn |SWP 13 pada Blok LB.2, dan . . - e By .
SWPLD pada Blok 1.D.3 Kabupaten Penatasn Ruing
SWP LA pada Blok A2,
3.).4 |Penyedivan lcnega listrik uniuk perumahan SWP LB pada Blok 1.5.2, dan APED = o — pﬁﬂumnun:.um & =
SWPLD peda Blok 1.D.3 Al palce an Ruang
_a__ [P atan Diversifikasi Dan P § C
W34 T  dan P ata an | 3 denguin Kebutuhan Daerah Kabupaten)  dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harg Pangan
: SWP LA pada Blok LA.2 dan APBD ;
a1 ' 1 - -
1.1 |Penyedinan pangan berbasis sumber dayn lokal SWP LD Blok 1L.D.3 b P e Dinas Pertanian
SWP LA pada Blok 1.A.2 dan APBD
4.1.2 |Peningkatan ketahanan pangan kehuarga SWP LD peda Blok 1.D.3 Kabrupaten - = Dinas Pertanian
Per b usaha pengolahan pangan berbasis SWP 1A pada Blok LA.2 dan AFBD :
L3 imber am okal SWP LD pada Blok 1.D.3 Kabupaten 2 = Dinus; Pertanian
—5 __|Progmm Penyedaen Dmn 'm Sarane Pertanian - ——
NS Prasarana Pﬂﬂﬂﬂil_n TR L s e A R e L e R T T
dall : SWP LA pada Blok LA.2 dan APBD
5.1.1 |Peng dan p kawasan perianian SWP LD pada Blok LD.3 Kabupaten - & Dinas Pertantan
.2 [Pem! 7inan Presafana Pertanian = e e At s . S A e -t S |
Pembangunan, rchabilitasi dan pemcliharaan jalan SWPIA pada Blok LA.2 dan AFBD = :
521 | caha tani pertanien SWPLD peda Blok LD.3 Kabupaten ~ z Dinaz Pertanian
Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan pintu SWP LA pada Blok 1.A.2 dan APBD . .
522 |gir. SWP LD pada Blok 1LD.3 Kabupaten T g DifiassRecanian
Pembangunan, mhnbulmm dan pemcliharean SWPLA pada Blok LA.2 dan APBD
223 prasarana pertanian lainny SWP LD pada Blok 1.D.3 Kabupaten ' = Dinas; Pertanlsn
Rehabilitasi dan pem:h‘hmnn jaringan irigasi usaha |SWP LA pada Blok 1A.2 dan AFBD - »
524 |ioni SWP LD pada Blok LD.3 |Kabupaten ' Z DinasiReraniag
e f I Aame — R RN e ST g 2t o
FTRER olaan Sampah TR T e B0 e hd & B T e e T e
. . -] SWP LA pada Blok LA.2,
6.1 [|Penyedian Sarana Dan Prasarana Pengelolaan SWPLB pada Blok 1.B.2, dan Q:SE e - - Dinas Lingkungan Hidup
RS L SWP LD peda Blok 1.D.3 pal
3 - SWP LA pada Blok L.A.2,
6.1.2 |Ferngoperasian dan pemcliharaan sarana penanganan |swp g pada Blok LB.2, dan ARED) . . Dinas Lingkungan Hidu
sampah Kabupaten P
|SWP 1.0 pada Blok L.D.3
SWP 1A pada Blok LA2, APED
6.13 |Pe pah lalui pengangh SWPIB pada Blok 1.B.2, dan katusaten - - Dinas Lingkungan Hidup
SWP 1D pada Blok 1.D.3 P
o o o SWP LA pada Blok 1.A.2,
6.1.4 |Pengurengan sampah melalil p kembali  |oo-p1 B pada Blok LB.2, dan ,‘::Efwm - - Dines Lingkungan Hidup
sampah SWP 1.D pada Blok 1D.3
Penang sampah melalui p ian dan SWP LA pada Blok LA 2, APED
6.1.6 |pcmeliharaan sarana dan prasarana penanganan SWP1.B pada Blok 1.B.2, dan Kabupaten - = Dinas Linglungan Hidup
sampah SWPLD pada Blok 1.D.3
SWP LA pada Blok LA.2, APBD
6.17 |Penanganen sampah melalui pengumpulan sampah SWP 1.B pada Blok 1.B.2, dan Kabupat - - Dinas Lingkungan Hidup
SWP LD pada Blok LD.3 upealen
= ajudan Pusat Pelay L . e Ee >
c.l Perwujudan Pusat Lingkungan Kecamatan —
ol | i Penataan nan dan Lingkungannya i = . — o [ s, ™ gl ™
1 PEhalaar dar Lt annya di Daerah Kabupaten/Kota e T e e T
2 APBD F Dinas Pekerjaan Umum dan
1.1.1 |[Pengawhsan penataan bangunan dan lingkungan SWPLD pada Blok 1.D.1 Kabupaten = . Penataan Ruang
__ 23 [Koordinaai dan Sinkronisasi P f _51>amh Kabupaten/Koma g P ——— — e 3 -
Pelaksanaan persetujuan kesesusian kegiatan APBD g £ Dinas Pekerjaan Umum dan
| e e o er i e SWPLD pada Blok LD.L heabipten esitRaere
Pelaksannan persetujusn kesesualan kegiatan AFBD . : Dinas Pekerjaan Umum dan
ar ptmanfaatan ruang untui kegiatan non berusaha e Kabupaten Penaiaan Ruang
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utlitas Umum (PSU; -



Polakarnn Waktu Pelaksunann
Bumber 73 T " 4 TP2
Uta Lokasl 't f ¥ " :
No Program Utaon Pendanann | yang Menyelonggarakan |~ o0 0 Duerah | po ingkat Dacrah Kabupaten/ | Kepenting | TP-L mgTPg_ ,::3‘;. ,,T:.f,_
Urusan Pemorintahion i ] WM Kota yang membldangl an 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2034) 2039) (2044
Bldang memhitang! Lalnaya )
1 PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
3.1 |Urusan Penyclenggaraan PSU Perumahan
3.1 |Perencanoan penyediaan PSU perumehan SWP LD pada Blok 1.D.1 e = : = Dinas P':f:;’g:‘,““kﬂﬂ‘n’“ fan . AT ]
312 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam migka peﬂsaann SWPLD poda Blok 1.D.1 APBD Dinas Pekerjean Umum dan = Tud L E
e rasarmne, earana. dan utilitas urmum 2 == Kabupaten oy = Penatann Ruang, L2
= ] APBD Dinas Pckerjnan Usnum dan N
3.1.3 |Kesja sama penycdiaan/ PSU per h SWPILD pada Blok LD.L For i - - e Reaar - : o
n i 5 APBD Dlnas Pekerjaan Umum dan I 2F g
3.1.4 |Penycdinan lenaga listrik untuk perumahan SWPLD pada Blok LD.1 RS hais = - Penntann Runne - et ;
4 Program Pengelolaan Pcmmgﬁn
Fengelolann Samy
Pegyedinan, Sarsns; Rrasamnaryen elobian) SWPLD pada Blok 1.D.1 . = Dinas Lingkungan Hidup =
‘;‘"“i““ & pemelibaman sarmA pePBRGaNan [cor | o padn Blok 1.0 = . Dinas Lingkungan Hidup v
6.1.3 |Penang! pah melalui pengangk wlan SWP LD pode Blok 1.D.1 - = Dinas Lingkungan Hidu; -
P p
6.1.4 s Ty patamelslaliy Yeambaly SWPLD pada Blok 1.D.1 - - Dinas Lingkungan Hidup -
Pennnganan sampah melalui pengoperasian dan :
6.1.6 = e B e e SWP LD pada Blok 1L.D.1 - - Dinas Lingkungan Hidup -
6.17 ||P pah melalui p ) pat SWP 1D pada Blok [.D.1 Kabunaten . - Dinaa Lingkungan Hidup -
B Ronctans Transportasi
a Pervvujuden Julan Umum
1 Program Pcnydcnﬁpraan Jalan
11 Penyclenggaraan Jalan Nasional [Jalon Kolekior Primer
g s = ruas jalan Lasalimu - Kamaru {Dermaga Ferry] n :
1.1.1 |Pemecliharaan nin jalan kolektor primer SWP 1.C, dan SWP 1D APBN Kementerian PUPR - - -
2.1 Penydmgamn Jalan Provins! Llalan Kolek tor Primer]
. ; ruas jalan Lawele - Kamaru A DS PEREFAan
2.1.1 |Pemeliharaan rutin jalan kolcktor primer SWP La, SWP LB, dan SWPLC APBD Provinsi = Umum r{i‘m: -P-cnamn - -
3.1 |Penyclenggaraan Jalan Kabupaten/Kota {Jalan Kolcktor Sekunder)
E n 13 ruas jalan Lawde - Kabungka APBD Dinas Pckerjaan Umum dan
311 ruksi jalan h SWPLA Kabupatcn " - Penataan Ruang T
ruas jalan Lawele - Kabungka SWP LA ] £ Dinas Pe::gl;:an;r?im don 3
ruas jaringan Jalan Spg. 3 (Jin. Prov} - Dinas Pekerjaan Umum dan
Pelabuban Nambo (Jin. Kab) . - A -
1 P 471 nataan Ruang
it s s — JL. Pelabuhan Namba Dinas Pekerjaan Umum dan
EL2 [red uisal Lt SWPLB Kabupaten g = Penataan Ruang »
ruas Jl. Bonclalo - Talaga Baru APBD Dinas Pekerjaan Umutn dan
SWPLD Kabupaten G B Penataan Ruang =
JL. Talaga Baru ~ Lasembangi APBD Dinas Pekerjnan Umum dan
SWPLD Kabupaten = = Penatann Ruang -
ruas jaringan Jalan Spg- 3 (Jin. Proy) - APED n
Tl P 2 Dinas Pekerjaan Umum dan
3,1,3 |Pembang Jalan spvcgb;a;an Nambe (Jln Kabl) Kabupaten Pena Ruang
4.1 |Penyelemggarnan Jalan Kabupaten/Kota {falan Lokal Pri
= = — LTURLE T CRCTnT Ui dt ey
- _ Ty P
TP PR R T
4.1 |Rekonstruksi jalan lokal primer - - et
Dinas Pekerjaan Umum dan
= = Penataan Ruang
4.12 |Pemeliharaan rutin jalan loka primer = =
Jl. Lokal Primer APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
SWP LA dan SWPI.C Kabupaten i & Penataan Runng
5.1 |Peoyelengransan Jaian K JKota alan Lokal Sekander]
T . - TSRS TR el O T Ty
B = T P T
e — EL = <
ukota Kecamatan { APHD Dinas ‘anan Umum
511 |Rekonstruksi jolan lokal sekunder ; raman) ]mﬂﬂ 2 2 Trias Pok) @n
T uvmmm—
e b g Pk o . B . i o
J1. Lokal Sekunder 'APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
SWPLA dan SWPLC Kgbumlen " ¥ Penataan Ruang
it s - . a
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7.12 [Pemelibaraan rutin jalan lirgkungan sekunder

SWPLA
SWPLB
SWP1.C

|SWPLD

ISW‘PI.D

Penyusunan Srudi FS dan Pembangunan Jalan
| khtusus
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Ruas jalen dari Lasembang) menuju Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
SWPLD

1.1.2 |Pemdiheraan Rutin Jalan Kbusus

Ruas jalan al if angk bang menuju
Pelabu han Nambo
SWPL.B

Swasta

Ruas jalan dan Lasembangj menuju Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT}
SWPI1.D

Swasta

berupa Terminal Kamaru

an Termmal |
thhmuhuumkfmﬂhnmmmc ‘erminal Kamaru

SWPLC pade BlokLC.1

Kabs paben

1
Penataan Runna dan

aDinae Berk

e

Pen:x - C ber Tenniaalk-mw

Terminal Kamaru
SWP 1.C pada Blok I.C.1

Dinas Perhubungan

Pemeliharaan ‘rcmmnl Penumpang Tipe

Terminal Kamaru
113 dﬂandmpl bu’h:u utama dul fasilitas penunjang SWP 1.C pada Blok 1.C.1 Dinas Perhubungan
T terminal, lasilitas, -
‘Terminal Kamaru
1.1.4 pcuduhmg dan integresi moda berupa Terminal SWP 1.C pada Blok L.C.1 Dinas Perhubungan
Penentusn rute untuk pengem bangar inal Terminal Kamana
115 B ina] Kamaru SWP L.C pada Blok L.C.1 Dinas Perhubungan
Terminal Kamaru Dinas Perhubungan

Jembatan =~

Pt S B S FI
—

1.1.1 |Pemeliharaan rutin jembetan

1.1.2 |Rchubilitasi jem batan

112 [ gunan huite

=

gx: LUB\ L puda SI:,: :'?"1]' 3‘2‘ LA%, APBD Dinaa Pckerjaan Umum dan
D3 Penntaan R

SWP1.D pada Blok [.D.3 Kabu paten nntaan Ruang

SWPLA peda Blok A1, Blok A4, e e

SWP LB peda Blok 1.B.1, dan v e

SWPLD peda Blok 1D.3 |

SWPLA peda Blok | A1, Blok LA3,
BWPI.H pudu Biok 1.B.2, Blok LB.3,

SWPLC puda Blak 1.C.), Blok 1.C.3, Blok 1.C.5,
Bick 1.C7,

SWPID peds Blok 1.D.1, dan Blok L3

Dinas Peker jonn Umum dan
Penataan Ruang,

Dinas Perhubungan, dan
Pemerintah Desa




Pelaksana Waktu Pelaksanoan ! ]
Bt
4 bl ", tectan T Tamb Pemangkn P2
Pendansan | gyng Menyelenggarakan N’“‘Ihtl Ducrak Peranpgkat Dacrab Kabupaten/ | Kepenting | TP-1 TP-3 P-4 -5
Urusan Pemerintahan di P Bl d!n l‘ Kota yang membidang] an 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2036 | (2035- | (2040-
Bldang membidang T 2034 | 2039} | 2044
1 FERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
SWP 1A poda Blok 1.A.1, Blok 1.A.3, - .
: SWP 1D pada Blok 1.8.2, Hok 1.8.3, + APED Dings: Pekinjonn Umum, dan,
1.1.2  |Pemcliharaan haltc SWPLC pada Bhk I.CJl, Biok 1.C.3, Dick 1.C.5, |Kabupaten : ; Penatnan Ruang,
Blok 1.C. Dinas Perhubungnn, dan
Lo ¢ Dann Desa rintah Desa
SWP LD pada Blok 1.D.1, dan Blok 1.D.3 Pemerintal
3 Perwujudan Pelabuhan
1 |Program Pengelolaan Pdayuran T T T T I I | | T T 1 I T T 1
1.1 |Pembangunan, Penertiban lzin Pemb dan Pengoperasian Pelab Penycberangan
Penataan Pelnbuhan Penycberangan Kelas I berupa Pelabuhan Kemaru i
£il5 K t
11 |pclgbuhan Kamaru SWPLC pada Blok 1.C.1 ApE Perhubungan = : i
Pemeliharaan buhan Penycberangan Kelas I Pelabuban Kameru R 3
1.1 Kementerinn
“;2 beruor P:.l::b;:nn Kamaru SWPLC pada Blok 1.C.1 APEN Perhubungan = - -
1| Progrem Prngeioionn Perkanan Tama | T | I 1 T e = il T B =)
1.1 [P pan Lokaal Pemt Terminal Khusus Pendukung Perikanan Tanglcap
1.1} |Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Termanal Ehusus Kawsan Ser traKelautan 3 Dinas Kclautan dan
- m'mm—ﬁ—%_m*g Terpadu Katupaten Bubn APBD Provinsi = Perileannn_Provinsi 3 ¢
1.1.2 Pelaksanaan fungst pemenintaban dan pengustibaan | Terminal Khusus Kawasan Sentra Kelad tan PBD Provinsi Dinas Kelautan dan
AL Pelabuht:;n Peri kanan Perilmnan Teroadu Kabupaten Buton A vins] 2 Perikanan Provinsi 2 '
” Pmujn Pelabuhan Perfkanan
I |Program Pengelolaan Perikanan Ta | | | i ] T T T
1.1  |Pengelolaan Penangkapan kan di *yﬂh Laut sampai dengan 12 il I - I = - I L . I E
11.1 Penyediaan prasarena usaha perikanan tangkap Pelabuban Perikanan Nusantara Kamaru APBN Kementerian Perikanan
7 |berupa Penstaan Pangkalan Pendaratan Dan SWPIL.C padz Blok I.C.1 dan Kelautan
112 Penyediaan prasarena usaha periianan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru APEN Kementerian Ferikanan
3 berupa Rahabllitasi Pangkaln Pendaratan Tkan SWPI.C pada Blok 1.C.1 dan Kelautan - - B
113 [Pe b Unit Peng: Pangialan Pendaratan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru APBN Kementerian Perikanan | Dinas Kelautan dan
2 |kan Kamaru SWP LC pada Blok 1.C.1 APBD Provinsi dan Kelautan Ferikanan Provinsi ¥ = =
(1.4 Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan [kan F Perikanan } Kamaru AFBN Kementerian Perikanan | Dinas Kelautan dan
% |Kamaru menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara SWPLC pada Blok 1.C.1 APBD Provins{ dan Kelautan Perikanan Provinsi 3 ’
3 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru APBN Kementerian Perikanan | Dinas Kelautan dan
L.LS |Program pengelolaan hasil tanglap di PPN SWPLC pada Blok 1.C.1 APBD Provinsi dan Kelautan Perikanan Provinsi 1
Rencana Jaringun Exergi
1 anm}ﬂ Kecukupan Penyedaan Energl den Tenaga Listrik
1.1 |F dan n Infrastruktur Energl can Ketenag
Pcmbangunan Infrastruktur pembanglﬂtan listrik dan
sarana pendukung berupa pembangidt Bsurik lainnya BUMN Kementerian ESDM z 3 PT. PLN
L1 yui Pembangict Lisisk Tenagn Biomassa (PLTO) 98 SWELR1padalBlaki1E.2 APBN =niclian {Persero)
Pemchhamun Rutin Infrastrukeur pembang!mnn listrike i E
dan sarana pendukung berupa pembang] I Kementerian ESDM - = EE LY
LL2 |iinnya yaitu Pembangiit Listrik Ternga Blomassa SWH/LE peds BRKILE.S APBN mentesign {Perserd)
(PLTBm| 9,8 MW ki f
SWPILA 2 =t
L13 |Pengembangan juringan saluran udara tegangan SWPL.B BUMN Kementerian ESDM : : PT.PLN |
¥ |menengah (SUTM) SWPLC, dan APBN {Persero)
SWPL.D T
SWPLA e |
Pemcliharaan rutin jarin, saluran udara SWPLB = PT. PLY
114 T Jaringan tegangan i P Kementerian ESDM . 36 Fon
SWPLD = x
Pembangunan jeringan saluran udara tegangan SWPLB dan BUMN Kementerian ESDM - I PL.PLN |
LLS | endah sutry SWPLD APBN (Persero) : i
SWP LA f - = =
Pemeliharazn rutin jaringan saluran udara tegangan [SWPLB BUMN Kementerian ESOM - , PT. PLN o i
LLE N ek (SUTR) SWP1.C,dan APBN (Perserg) | |5 jEs .
SWPLD B . i
z - BUMN : PT. PLN
LL7 |Peombangunan Gardy Distribusi SWP 1D pada Blok LD 1 APEN Kementerian BSDIM - - (Perserv) File -
n BUMN ; PT. PLN B L
L18 |Pemeliharean gardu distnbusi SWP LD pada Blok 1.D.1 e Kementerian ESDM - - (Perserol b _“?‘ o
D - E, > Telek
1 Program P Infirastrulctur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
1.1 _|Pembangunan Infrastruktur Pitalebar
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et yaag Menyelenggarakan A erangkat Daerah Kabupaten Kepenting -
Urusan Pemerintaban di ’::::‘I:”:i‘ Kota yang membidangl ~ aa (2024 l:g;’:— (2040-
Bldsng Sl Lafnoye | et 1% -J-I-L
SWPLA i =
ba aringan tet tale bar (jarin L |SWP L "
1Ll :;‘I?m ngunan 0, tetnp pl 2 UAMLOAAG Bora ;“:I;,Ilg Bar Kabu paten Kemenkominfo - Dinas Komunikasi dan Informnasi Telkom
SWPLD' BUMN - Swasta
2 Swasta
SWPLA ﬁ'[’,gg =
Pemeth jarin tet italebar (juri t SWIPLB 8
1.1.2 omna;:l 8raan jaringan: iging phaicbar (urioga, o ;WPI C, dan Kabupaten Kemenkominfo = Dinas Komunikasi dan Informasi Telkom
SWPLD BUMN - Swasta
i Swasta
2 [Program iditas T ikasi dan InFormasi —
21 Penyediaon dan ﬁ'nuzlolunn Infimstruktur Telekomunikast dan Informass
APBN
Pemelih tis base transeel 1 A ARBD -5
2.1.1 i e e saiatgliaty :‘m’,:é :;::: gt:]‘: :'(\:g' dan Blok 1.C.7 Kabupaten Kemenkominfo . Dinae Komunikaai dan Informesi Telkom
BUMN - Swasta
Swasta
APBN
Pembangunan jaringan nirkabel melalul SWPLB pada Blok 1.B.3 dan APED =E,
212 Py . , Kabupaten Kemenkominfo - Dinas Komunikasi dan Informasi Telkom
peng! gA base station (BTS) |SWP LD pada Blok 1.D.2 = [WAEEHY
Swasta
APBN
a2 L FBD -PT.
Pemel haraan jaringan nirkabel melalui pengembangan SWP 1B pada Blok 1LB.3 dan '\ = " I’ - e 3
213 | enara base transceiver siation (BTS) SWPLD pada Blok §D.2 K K : B R 1 -

Sumber Daya Aif (SOA

dan Pcnpolun Sistem Ingas Primer pada Dacrah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 {salu) Daerah Kabupa(en/l(om

SWPLA dan AFBD Dinas Pekerjaan Umum dan
1.1.1 |Rehabilitas! dan Pemeliharaan jaringan irigasi Primer SWPLD Kabupaten - - Penatann Ruang =
APBD Dinas Pekerjgan Umum dan
11.2 |Pengelolaan dan Pr Alokesi Air Irigasi WP Kecamatan Lasalimu Kabu - = Penataan Ruang, dan -
e paten = -
Dinas Pertanian
12 |Pengem ngelolaan Sistem nder pada Daersh Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu] Dacrah Kabupaten/Kota
121 Rehabilitast dan Pemeliharnan jaringan irigast SWP LA dan AFBD Dinas Pekerjaan Umum dan
" |Sekunder SWPILD Kabu paten e r Penataan Ruang =
APBD Dinas Pekerjpan Umum dan
122 |Pe dan Peng: Alokasi Air [rigasi WP Kecamatan Lasalimu Kabupaten - = Penatean Ruang, dan -
P Dinas Pertanian

n Irigasi Tersier pada Daerah Irigasl yang Lussnya di Bawah 1000 Hada]ﬂlul

h._huu.!cn/Kota

Dinas Pekeraan Umum dan

|SWP 1A dan
1.3.1 |Rehabilitast dan Pemelihwraan jaringan irigasi Tersier SWPLD Knhu aten - Penatsan Ruang -
APBD Dinas Pekergjaan Umum dan
13.2 |Pengelolann dan Peng 1 Alokass Air Irigasi WP Kecamatan Lasalimu sibupaten: - - Penataan Ruang, dan .
RS Dinas Pertanian

L4.1 |Rehabilitasi dan Pemeliharsan Pint Air

1.D.3

14 |Posgelolsan SDA den Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai mhu_n!' (satu) Dacrah Kabupaten,/Kota
Dacrah Irigast Lawele di SWP LA pada Blok LA,
Daerah Irigasi Lasembangi di SWP 1D pada Blok

APBD
Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataat Ruang, dan
Dinas Pertanian

14.2 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana irigasi

1.D.3

Dacrah [rigasi Lawele di SWP LA pada Blok 1AL
Dacrah Irigasi Lasembangi di SWP LD pada Blok

APBD
Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan
|Penataan Ruang, dan
Dinas Pertanian

14.3 [Normalisas!/ Restorasi Sungni

Pcngcrnbengnn Smcm Pcnycdman Alr

Dinas Pekerjean Umum dan
Penataan Ruang, dan

Dinas Pertanian

distribusi pembagi

SWPL.D

1.1 |Pengelolann dan P b Sistem P Air Minum (SPAM} di Daerah Knbupalen/Kota
. : SWPLA
Sistem Penyed Air Minum (SPAM) : .
SWPLB APBD Dinas Pckerjasn Umum dan
i1 15 _hri.ngnn perpipaan unit distribual berupa jaringan = = *
distribusi penbag ixlp;:g. dan Kabupaten Penataan Ruang
Pengembanm Sistemn Penycdiaan Air Minum {SPAM) :x::g APBD Dinas Pekeaan Umum dan
1.1.2 |jaringan perpipaan unit distribusi berupa jaringan SWPI..C,dan Kabupaten = a Penatean Ruang




yit
SRR ARASINANOAIE Peiasm | —
umber Homentorian/ Lombage = e | R e | | P e | | E— T | e |-
SSRE ndanssn | yang Menyelonggarakan P“"‘“ﬁ:l Daerah | po g oghat Duerah Kabupaten/ | Kepenting | TP-1 ' ;532 TP4 [ TPS
Umsan Pemerintzhan di mmbld::ll Kota yang membidangi an | 2024 | 2025 20262027 | 2028 ﬁ' '(zo:m." : ';3:95' Al Zosoy
Bideng . e e Lainaya | i | e | P l)_x_ uml
 — 3 SWP LA pada Blok 1LA.3, APBD . :
113 E:l::b;ﬂtasn/ pemeliharaan Bangunan Penangkap SWP IC pada Blok 1.C.5, Blok LC.7, dan Kabupaten - 3 Ecmna Pck;qnnn Umum den »
SWP LD pada Blok 1.D.1 Dana Desa nataan Ruang
Penyt lmmn Rencana, Kebljakan, Strategi dan Teknis WP Kecamatan Lasalimu APBD = _ Dinas Pekerjaan Umum dan ]
Kabu paten Penatagn Ruarng
n Alr Limbah dan Pengelol Limbat Bahan Berbahays dan Borwcun B3 S S S P W P e S et SR = —e — e s T s T T i R aoe o [ e = i
P bangan Sistem Air Limbah T . - m - =
g angan Sistem Air Lﬁnhhmmsukdnlmm‘hhbuatcn/l(um P ——— -
Pen, Kebiji Strategi dan Teknis -
1.1.1 Smém Pengelolean Au' Limbah Domestik dalam WP Kccamatan Lasalimu APBED - . Dinas] Rekepjaan) Limnm) fan -
Kabupaten/Kota Kabupaten Penataan Ruang
SWPLA pada Blok [A.2,
; SWP LB pada Blok LB.2 APBD Dinas Pckerjean Umum dan
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sitem Pengolahan £ = - i
1.1.2 pat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/ :g‘;‘lg pada g:“: l]gg' flany | Kabupaten Penataan Ruang
Permukiman i padalin RO -
o el I = : :
SWP LA pada Biok LA.2,
SWP 1B pada Blok 1.B.2, AFPBD Dines Pekerjaan Umum dan
L13 |Rehabilitasi/ Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan SWPLC peda Blok 1.C.3, dan Kabupaten " - Penataan Ruang 2
*=Y | Tenentu/Permukimean SWP LD pada Blok 1.D.3
Dinas Kelautan dan
SWPLD pada EORLDJ APBD Provinsi o Perikanan Provinsi v 3
i - — _— . —— " - s —~
1 Program Pengetn gan Sistem dan Pen, laan Persampahan Regio Qe —— = -
1.1 Pengem! Sistemn dan agn Persampahan di Dacrah KabuEten/Kom P—— - -
Peny: R Kebijjakan, & g dan Teknis APBD
1.1.1 |Sistem Pengolahan Persampahan TPS-3R Kew e WP K L Kabupaten . - Dinas Lingkungan Hidup -
Kabu paten
SWP 1A pada Blok 1.A.1, Blok I.A.3,
Pembangunan Tempat Pengelol Sampah Reuse, SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok [B.3, APBD
L2 Reduce, Recycle (TPS3R) SWP LC pada Blok 1.C.1, Blok :.c.5: Blok 1.C.7, |Kabupaten = - Dinas Lingkungan Hidup 3
SWP LD pada Blok 1.D.1, dan Blok 1.D.3
SWP LA pada Blok LAl Biok 1A.3,
Rchabilitasi Tempat Pengelolsan Sampah Reuse, SWP LB pada Blok 1.B.1, Blok LB.3, APBD "
LL3 | oeduce, Recycle (TPS3R) SWPLC pada Blok L.C.1, Blok LC.S, Blok LC.7, |Kabupaten . - Dinas Lingkungan Hidup iy
SWPLD pada Blok 1.D.1, dan Blok I.D.3
1.1.4 ;.:sn gunan Tempat Pengolat h Terpadi. | gup ¢ pada Blok 1C.3 mﬁmn F 5 Dinas Lingkungan Hidup i
| et o e T e + . Dinas Lingkungan Hidup :
Penyediaan Sarana Persampahan berupa armada
1.1.6 |pengangkut sampah dan pengadaan alam peng 1 | WP K Lasall Dana Desa - . Dinas Lingkungan Hidup *
pah (i ator, alat p h pah)
Sosialisasi dan Pemberdayasn Masyarakat dalam . APBD 3 . 7 2
11.7 Pery n Sarana TPST dan TPS-3R WP Kecamatan Lasalimu Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup =
"1 | Progr m Pengelolan T istem Drainase e e e : - —— s
1.1 __|Pengelolaan dan P bangan Sistem: i yang Ter L & d Sungai dalam Daemh Kabupaten/Kota —= -
SWE LA APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
1.1.} |Ner | dan optimalisasi jaringan d primer |SWP LC, dan Kabupaten L . Penataan Ruang
SWPILD
A SWP LA Di Pek Ui da
L1z |Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan berupa SWP L.C, dan Q:'ED i = nusPe crjmmR mum dan
% Niani i i Ly upaten netaan Ruan
|iaringan drainase primer SWPID pa I:4
SWP LA
113 |Normalisasi dan optimalisasi jaringan drainase SWPLB APBD ; : Dinas Pekerjaan Umum dan
_ sckunder SWPL.C,dan Kabupaten Penalsan Ruang
SWP LD
SwP 1A
11,4 |Rebabilitasi Saluran Drainase Perkotoan berupa SWPLB APED . i Dinas Pekerjaan Umum dan
-1 o T | SWP 1.C, dan Kabu paten Penataan Ruang
SWPLD
SWP LA )
11,5 |Pembengunan Sistem Drainase Lingkungan berupa SWPI.B APBD 1 ; Dinae Pekerfaan Umum dan
¥ j drainase tersier SWPLC, dan Kabu paten Penataan Ruang
SWPLD




Kemeuterian/ Lembaga Pomangku | W Tp.z
yang Mernyelcngf‘:thn - m"" at Dacrah Kepenting | TP-1 3 [ e
Urusan Pemerintahan dl b= d-’n EI‘ an 2024 2025 2026 | 2027
il Bldang 2 # Laionya . yo
= L M e e
pos
1.6 |Rehebilitasi Saturan Drainase Lingkungan berupa APBD Dinas Pekerjann Umum dan
jaringan drainese tersier Kabupaten i ° Penataan Ruang
Rehabilitasi sarana sistem drainame berupa bangunan [SWPIA pada Blok LA dan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
|pelengkap drainase |Katw paten ) = Penataan Ruang
- . i - g i Rl e [ e o SR Th— T o S N el g,
= | | I
Kabupmten/Kota
1.1 |pe <ajian Rieko Ben ‘abupaten /K 5 : APBD - Badan Penanggulangan Bencana
nyusunan Kajan cana Kabupaten/Kota |WP Kecamatan Lasalimu Kabupaten N Daerah
Peny Penanggul Beéncana : APBD Badan Penanggulangan Bencana
112 Kabupaten/Kota WP Kecamatan Lasalimu Kabu paten = - Dasgsly
11.3 |Penyusunan Rencana Kontijensi WP Kecamatan Lasalimu AGHE] . = Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Daersh
12 |Pel P han dan Kesis Terhadap B
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana . APBD Badan Penanggulangan Bencana
Lzl (pemasangan rambu evakuasi pada kawasan rawen WP Kecamatan Lasalimu Kabupaten - = Dacrah
behcana banijin)
APBD Badan Penanggulangan Bencana
ruas jalan Lasatimu - Kamaru (Dermaga Ferry) Kabunaten Daerah, dan
Pengendalian operasi dan penyediaan i SWP 1.C dan SWP LD Swagf # = Dinas Pekerjaan Umum dan
122 |sarana prasarana m’hadap bencana berupn Jalur 2 Fenataan Ruang
evakuasi bencana APBD
JI. Dalam Desa Lasembangi Kat o - Dacrah, dan
ISWPI .D s ol -3 Dinas Pekerjaan Umum dan
| Swasta o o
Mm _Bencana e Al -
2.1 |Perlindungan Sosial Korban Bencanu Alam dan Sosxal Kabupaten/Kota i -
APED Badan Penanggulangan Bencan
2,11 n tempat b ngan pengungsi berupa | Pusk Pemb 1 b | Kabupaten i, = af
- lempa: evakuasi akhir SWPLD pada Blok 1.D.3 Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan
Pepataan Ruang
B Badan Penanggulangan Bencana
- - z bt P 1 bangi ﬁan t Daerah, dan
21.2 |Penyedinan sarans penunjeng tempat evakuasi SWP LD pada Blok 1.0.3 Swn:f: en = " Dinas Pekerjaan Umum dan
Penatsan Ruang o 1|
[ 1]‘ ujudan Jaringan Pejulan Kaki
1 |Program Penataan Bangunan dan o . z
1.1 [Fenyeicngearsan Penatsan Bangunan das m_ di Daerah /Kota
ruas jalan Lawele - Kamaru (SWP LA, SWP LB,
SWPLC)
ruas falan Lasalimu - Kamaru [Dermaga Ferry)
. (SWP 1.C dan SWP 1.D) APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
VL e bengunan dan 3 kaki es ruas JI. Bonelalo - Telaga Baru (SWP LD) Kabupaten " i Penataan Ruang
p gunan jaringan p ruas jaringan Jalan Spg.3 (Jin. Prov) -
Pelabuhan Nambo (JIn, Kab} (SWP LB)
Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder
(SWPL.C)
ruas jalan Lawele - Kamaru (SWP LA, SWP 1B,
SWPILC}
ruas jalan Lasalimy - Kamary (Dermaga Ferry)
(SWPI.C dan SWPLD) AFBD E Dinas Pekerjaan Umum dan
1.1.2 |Rehabilitasi jaringan pejalan kaki ruas J1. Benelalo - Talaga Baru (SWP 1.D] Ksbupaten * Penataan Ruang
ruas jaringan Jalan Spg.3 (Jin. Prov.)-
Pelabuhan Nambo (Jin. Kab.) (SWP LB)
Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sckunder
(SWPLC)




B, o [

TS TR
e

« |Porwujndan Zona Badan Alr = = =

Kementerlan/ Lembaga i R e T e ey s | F s : riN A
= - yang Menyelenggarskan Perangicat Dacrah Pmnlnt Dlenh Ksbupaten/ Kepentiag | TP1 | | e P
Urusan Pomerintahan di 'm"‘."m"‘"bl J.?',ﬂ' _ Kota yang membidangi 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1~ ——_ iy Bldang - E o g
A Zomm Lindung =
w |Perwujudan Zons Hutan Lind: . by
)it n Hutan
1.1 |Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan -
i APEN
SWPL.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, dan Blek APBD Provinsi Kementerian Li =
1.1.2 |Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 1.C.3; dan = - ;’l"‘ e ‘::n"‘ ingkungan | - n oo Kehutanan Dinas Kehutanan
SWPLD pada Blok LD.2 2 Eingy dxnlKe Breenar
Kabupaten
|swe 14 pada Blok LA3; (==
WP, | .C. .C. .
113 Pen,gelolann Rencana Tata Hutan kesetuan ISC ;linpndn HRRLG T, Rlok. G2y dan Plold APBD Provinsi | Kementerian Lingkungan [¥inas Kehnizoan Dinas Kehutanan
= lolaan Hutan K Provinsi SWP.I D pada Blok 1D.2 APBD Hidup dan Kehutanan
e . |Kabupaten
|SWP LA pada Biok IA.3; APEN
SWPLC pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok i .
1.1.4 |Pengelal K } hayati 1.C.3; dan APBD Provinsi Kementerian Lingkungan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
SWPLD pada Blok 1.D.2 AFBD Hidup dan Kehutanan
= s |Kabupaten
Pelayanan Perizinen Usaha/Kerja Sama Mclalui Sistem . p
115 [Pclayanan Perizinan Berusaha Terintcgrasi Secara SWPLD pada Blok1.D.2. APEN K;E‘;:‘:;‘ pngkungan | pings Kehutanan Dinas Kehutanan =
Elektronik, di Kawasan Hutan Lindung
L] Perwujudan Zons m
—_—
=) MMWMWWN-WM%:M&WM/M
1.1 ten/Kota = = = -
TE3S
dan Blok LA.4; APBN ; = ;
L1, [dentifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan SWPLB pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.8.2; ABD Provinsi | Kementerin Pekerjaan | ©  Dinas Pekeriaan | . pings pekerjaan Umum dan
*>% |Sungai SWP1.C pada Blok [.C.2; dan APBD Pendtaan Ruang 0
SWP LD pada Blok 1.D.2 Kabupaten Rakyat Runng,
_ 2 |Program Pengaturan Pertanahan di Wilavah Pesisir, Laut, dan Pulau = " oS v T e |
21 |JKoordinasi dan Sinkronisasi Pengguraan dan Pemanlaatan Tanah di Wi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau 1@._5:_:.;;55“ Pantal, W'ﬂaﬁﬂ Perbatasan dan Pulau Terpencil = = Tad; -.-.-,h? k"“
o e
1'dge s tifi kasi, ! risaxi, Pengelol Sempad SWPLC pada Blok I1.C.1 APBD Provinsi Kel 1 Diras Kelautan dan 0 .
2.1 5T W SWPLD pada Blok 1.D.1 APBD dan Perikanan Perikanan (el Lol ol
Kal
S| Proprwm Pengeiciaan i Jﬂwmﬂmr‘-- — e e
3.1 Penghlmﬁc -Hayati Kebupaten < E i et T T Ty ——]
SWP 1A pada Blok LAl Blok LA2, Blok 1.A.3, ~ Dinas Pekerjaan
P dan Blok LA.4 - APBD Provinsi Umum dan Penataan - Dinas Pekerjaan Umum dan
aly [Penctapan orm yarg memiliki fungsi RTH berupa SWP 1B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1LB.2; | APBD . Ruang Penatasn Ruang
o B CHlodnoga T SetEmpan SWPL.C pada 1.C.1 dan Blok §.C.2; dan Kabupaten - Dinas Lingkungan - Dintas Linglcungan Hidup
'SWP 1.D pada Blok 1.D.1 dan Blok 1.D.2. Hidup
3 mjudmlonlku-nghrbnh ijany e e O S T =
1 K aman Hayat TH) St e ey - us o
L1 Pemplannhcanc Hajati S T e L = o -
WP LA pada Blok [A.1 dan Blok 1.A.3; Pk_:merintah Desa
1.1.] |[Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Tam WPL.B pada Blck 1.B.2 dan Blok 1.B.3; APBD . : Dinas Pckerjaan Umum dan 3
***" |Kelurahan WPI.C pada Blokl.C.1; dan Kabupaten Pe.nntaan Ruang
WP LD pada Blok L.D.2. Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Desa
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa, WPL.B pada Blok 1.B.1; dan AFBD S Dines Pekerjaan Umum dan :
LL2 Jpemakaman P 1.D pada Blok L.D.3. Kabupaten Penatafn Ruang
Dinas Lingkungan Hidup
LA pada Blok LA 1 dan Blok 1.A.4; APBD II':'b_ru'rin.l.nhlJuu.
1.1.3 Pe.!ngcldnan Ruang Terbuka Hljau (RTH) berupa Jalur WPLB pada Blok 1.B.1, Biok 1B.2, dan Blok Kabupaten 2 e mﬂi\“ WM Umuam den .
Hijau B.3; dan Swasta Ban Ruang
WP LD pada Blok LD.1, | Dinas Linghuran Hidup
Penyediaan RTH secara fungeional sebanyak 20% dari 3 Ru
1.1.4 G vampere WPKecamatan Le salinu Kabupaten Ihmlhln Bng Swasta
a P at Zona K 1 = e —— 2 = - e e - - e
1 |Program Konservasi Sumber Days Alam Hayati dan Ekosistemrya e L e e s | T Rt | =
BN .HenEMIaanSualea Mam - i T e i i, 5V L T Ly i - T . B - - il B e . o SN S———
Suaka Margasatwa Lambusango terdapat dl SWP Kementerian Lingkungan g = ;
1.1.1 [Penctapan kawasan Suaka Margasatwa LA pada Blok LA.1, Blok LA3, dan Blok 1A.4. [ 0N Hidui dan Keh
i Suaka Margasatwa Lambusango terdapat di SWP Kementerian Lingkungan - % :
Li2).| fesiTndhun gan) S kel regnatae LA paca Blok LA.1, Blok 1.A.3, dan Blok 14,4, [ 2N Hiduys dan Kehutanan




Sumber | Kementerian/ Lombaga | at Daorah | pecssoyne Dt Bebaateny | oangka ) T T A |
ram Utam Pendanaod | yang Menyelenggarakan 2 l‘e;::::l Daorsh Peragghat Dacrah Kabupaten/ [Kopenting|TP1 [ [ T [ .:"2:32‘ (21;?35-' ‘I'Pg'
Urusan Pomorlatahen di e d:]:‘ ~ Kota yang membidangl an (2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2034) 2039) gg:‘
S—— ' Bidang | Ll Ty P e TRl Lainayn s | il ) e s L | v )__
i ; Ve Alr e — _ - -
I —
1.1 |Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pads Wilayah Sunizi (WS) dalam 1 (Satw Decrah Kabu paten ——
SWPLA pada Blok 1.A.1, Blok LA.2, Blok 1A.3,
. g dan Blok 1.A.4; APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
L1l |Operasiidan; Pemeliharaan. Sungal SWPLB pada Blok 1.8.] dan Blok LB.2; xabupaten = - Penetsan Ruang
SWP LC pada Blok .C.2; dan -
1.1.2 |Normalisasi/Restorasi Sungai SWPL.D pada Blok .D.3.
__|Perwujudan Zona Budidays v = TN O _ | S
a |Perwujudan Zona Hutan Produksi Tetap . = = = =
P Pe HUutAn =ty st -
1.1 manfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi . — e e T 2y Tl + = -
| Koordi nasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kementerian Lingkungan
L1 ehutanan berupa Hutan Produksi SWE'LA pada Blok | A4, rei Hidup dan Kehutanan =2 Z i
b Perwujudan Zona Pertantan . . e
b.1 P af Bub-Zona Tw
1 [Program Pt . dan Pengembangan Prasarana Pertanian L - : 5
THE] Prasarana Pertanian i -
SWP LA pada BElok 1.Al, Blok LA.2, dan Blok
. 1A.3; APBN e
11! "“’"""“P Lahen Peranian Pangan SWP 1.B pada Blok 1.B.1; APBID) Erpuinial Kementerian Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian -
Berkelanju tan/LP2B o APBD
SWPIL.C pada Blok 1.C.2; dan [EE it
SWPLD pada Blok LD.2 dan Blok LD.3, upetcay
. 1A3; s==y, - e
11,9 |Penesilaam Lahan Pemanian Pangay SWPLB pada Blok LB.1; APED Provingl | o ierian Petanian Dinas Pertanian Dinas Partanian 2
Berkelanjutan/LF28 i APBD
SWPL.C pada Blok LC.2; dan [
SWP LD pada Blok LD.2 dep Blok LD.3, BaiG
SWP LA pada Blok LA.l, Blok {A.2 dan Blok
LA.3;
F dalian dan Pemanf: Pr Pascap SWP 1B pada Bick LB.; : -
113 e reman Pangan SWPL.C pada Blok 1.C.2 dan Blok L.C.8; dan ATER) - = Dinas Pertarian .
SWPLD pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, dan Blok
L.D.3.
SWPLA pada Blok TA.1, Blok IA2 dan Blok
Pe dalian dan > T1A3;
1.1.4 a5 = = s SWPLB pada Blok 1.B.1; APBD N - Dinss Pertanian =
pang SWP 1.C pada Blok 1.C.2 dan Blok 1.C.8; dan
SWPI.D Blok E.D.1, Blok 1.D.2, dan Blok
2.1 Pembangunan Prasarana Pertanian = s A o' ;i
i — SWI Tt PEDIE R0K 1% 1; DK fJL2 U DR
LA.3;
2.1 Rehabiliasi dan Pemclharasn Jaringan Iigasi Usaha | SWP LB pads Blok!.B.1; APBD 2 . Dinas Pekerjaan Umum dan s
% |Tani SWP LE pada Blak 1.C.2dan BlokI.C.8; dan Kabupatcn Penataan Ruang, Dinas Pertanian
SWP 1.D pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, dan Blok
*SWhTA pada BIOK AT, BIOK 2 dan BIok
LA.3;
21.2 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan SWP 1L.B pada Blok 1.B.1; APBD R . Dinas PeKerjaan Umum dnn_ J
**% |Presarana Pertanian Leinnya SWP 1.C pada Blok 1.C.2 dan Blok 1.C.8; dan Kabupaten Penataan Ruang, Dinas Pertanian
SWP LD pada Blok .D.1, Blok L.D.2, dan Blok
a
b TA pada Bk TAT, Blok TA 2 dan BIok
LA3;
2.1,3 |Pembangu napRehabilitasi, dan Pemeltharaan Jalan | SWP 1B pada Blok LB.); AFBD " 5 Dinas Pekerjaan Umum dan :
. Usha Tan i SWP 1.C pada Blok 1.C.2 dan Blok 1.C.8; dan Kabupaten Penstaan Ruang, Dinas Pertanian
SWP L.D pada Blok 1.D.1, Biok 1D.2, dan Blok
N3
| B =i s et TR r i T e - R &
Playati KaDUPRICT ——_ = — —m 1 - - - o R - - e e ———
T
SWP LA pada Biok 1.Al, Biok [.A.2, dan Blok .
Penetapan mna pertanian yang merulki fungsi RTH  [LA.3; APED Dinas Pekerjaan Umum dan
3.11 |berupa Sub-Zona Tanaman Pangan yang ditetapkan  |SWP 1B pada Blok 1.B.1; Kabupaten . = ’ Penataan Ruang_ -
sebagai LP2B SWPLC pada Blok 1.C.2; den Dinas Lingkungan Hidup
SWPLD pada Blok 1.D.2 dan Blokl.D.3.
b2 |Persujudan SBub-Zona Hortikultura
1 dan Sarana Pertanian ot g - ]
L1 i Prasarana Pertanian T . i = e r ———
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Urusan Pemerintahsn di 4% FADg Kota yang membidangl ~ an [2024 | 2025|2026 | 2027 | 2028 | 2029
. mombidangl B ﬁ . 2084}
s . Bidemg  Suiyis b LN A St alnaya
Pengendalian dan Pe; fi Pra Pascap SWP LC pada Blok 1.C.2; dan AFBD
1LY horikutura SWP1.D pada Blok LD.2 dan Biok LD.3. Kabupaten : - Dinas Portanian E
Py dalian dan F Prasarana Pengolahan [SWPILC pada Blok 1.C.2; dan APBD z
412 |} iasil Hertikulura SWPLD pada Biok 1.D.2 dan Blok 1D.3, Kabupaten 7 = Dinag, Rertaniem :
b3 M-jwm Sub-Zona Perkebunan
1 i3 dan ¥ Sarana Pertanian
1.1 mehmmm S = m e b 2 1 .
SWP TR pada BIOK -4 T, BIok I.A.2, BIOK [7%.3,
dan Blok .A.4;
SWP LB pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok
I 1.B.3;
R e Prasarena PRscapanch |Swp1.C pada Blok L.C.1, Blok 1C.2, Blok 1.3, [Aro0 : ; Dinas Perkebunan s
Blok 1.C.4, Blok 1.C.5, Blok 1.C.6, Blok 1.C.7, dan | “P2¢
Blok 1,C.8; dan
SWP L.D pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, dan Blok
1
T-A pada Blok LAT, Blok TA.Z, Blok LAS,
dan Blok LL.A.4;
SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok L.B.2, dan Blok
Pe: dalian dan Pe; Pr Pengol 1.B.3; APBD ;
L1z e kebanan SWP1.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok L.C.3,  [Kabupaten 5 . Bingg) Rarkebunen .
Blok 1.C.4, Blok I.C.S, Blok I.C.6, Blok 1.C.7, dan
Blok 1.C.8; dan
© Porwu judean Zons Kewasan Peruntukan Ind ustrl
=] ™ Percncanaan dan Pcmbanﬂnnn lndusu-n e - i
1.1 |Penyusunan rencana PembaE_ Pemb van Ind i Kabup /Kota
SWP LA pada Blok 1.ALL, Blok LA.2, dan Blok
LA.4; " :
9 AFPBD Dinag Pekerjaar Umum dan
111 [Py } per } ind: i SWP LB padaBlok1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok - . -
1B.3; dan = Kabupaten Penatzan Ruang
SWPLD pada Blok 1.D.1.
SWP LA pada Blok LA. 1, Blok 1.A.2, dan Blok
LA.4;
i Pro .
112 [Pengembangan pr penunjang } industrSWPLB pads Blok LB.1, Blok 1B2, dan Blok  |Aron Frovinel 3 Dinas Perindustrian 5 Swasta
1.B.3; dan
SWPLD pada Blok L.D.1.
SWP LA peda Blok [.A], Blok 1.A.2, dan Blok
LA4; APBD 3 E
1.1.3 |Pengembangan Usaha Mikro Kecll dan Mencngah SWP 1B pada Blok [.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok iabupaten = = Dinas Perindustrian .
.B.3; dan
SWI; 1D pada Blok L.D.1.
SWP 1A pada Blok [.A.1, Blok LA.2, dan Blok
- LAY
Pengembangan prasarana penunjang usaha mikro | cop Blok 1.B.1, Blok [B2, dan Blok o0 - - Dinas Perindustiian -
LL4 ecil dan menengah I.B.S-Lcinpadi 3 4 Kabupaten
SWPILD pada Blok 1.D.1.
3 Dinas Kelautan dan
115 |Pembangunan SKPT Bick L.D.1 AFBD Provinsi - Pecianar Provinsd - =
4 |Porwnjudan Zona Pariwisata ————— — TR e—— = == -
=0 v [ Pre katan mm.w“w“.“. . \|'>| =i = i & = ‘__,_-.-_,.,_..:.__.-_,_ :-r-_,..:__. = e ____ X _‘. _ s 5 e - St
1.1 ‘Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - 4 _ —__Tn T D ——— - —
Penctapan Daya Tarik Wisata Unggulan pada APBD - Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata -
-1 Kabupaten/Kota berupa pariwisata mangrove SWEILE Eed t
Penctapan Daya Tarik Wisata Unggulan PR Sovtnet Dinas Pa ta Dinas Pari
hetapan isata Blok L.C. APBD - inas Pariwisal nas wisata -
— Kabupaten/Kola berupa Agrowisata Kebun Jeruk SWRLCpack Le2 K
APBD Provinsi
e i SWPLB puda Blok 1.B.1; dan APBD - Dinas Pariwlsata Dinas Pariwisata -
1.1.3 |Pengembangan Destinasi Pariwisata SWP 1.C pada Blok 1.C.2. sk paten)
ol ;. . AFPBD Provins|
1.1.4 Pencrapan Destinesi Pariwisata Berkelanjutan datam |SWPLB pada Blok LB.1; dan APHD . Dinas Pariwlsata Dinas Pariwisata -
il | | Destirast Pariw SWP LC pada Blok 1.C.2. |Kabupaten
e Perwujudan Zona P ' E B . - - |
el Perwujudan Sub-Zona Per han Kepad Tingei
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Urusan Pemerintaban 4 ‘,My‘n‘ Kota yung m-mbjd-ngl 4 a0 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 I'gg:‘o' gg:s‘ : {3040-
. Pllang S et || T Laincyn || L) st umperl et s P 1122 ) | [Eaal
1 |Pr » - e T — & p—— ~
2= 1) ] nel ] Pem] | dan ben gan Perumahinn
TRITTS TORCTTANIT GOt et |
Fasilitasi Pomenuhan Komfumen Penerkiian lein 'S‘?Mlﬂ;: Run;:a i
111 |Pembangunan dan Pergembangan Perumahan SWPLC pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2. Q:[;\?palcn z = P'l:::‘!uk":;:\a an dan Kawasan .
o Eiektronli Dsnns annnumnn Maodal dan
e b T
i Sarans, dan uultn Umum mu;
21 W’m____m:ﬁ
Dinas Pekerjean Umum dan
Fasilitasi Pemenuhnn Komitmen Pencerbiten lzin Penatann Ruang; "
211 |Pembangunan dan Pengembangan Perumahan SWPLC pada Blok L&l dan Blok 1.C.2. ADEID . . Dinas Perumahan dan Kawasan :
Terintegraal Secarw Elektrontk =bngaien Peu-nn.ukammnnw Miodal dan
n
Penyedisan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dl APBD nds njann Lmum gdan
212 Per RanDiGE : Fungni Hunian ISWPLC pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2. Kabupsten a s Pcmltaan Ruang -
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyodiaan APBD Dian F!‘:’E”“““ bimurn dan
2.1.2 IPﬁﬂu‘hnn. Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |SWPI.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2. Kabupaten . N Etfnahmn Ruang -
Perbaikan Prasamng, Sarana, dan Utilitas Umum & IAPBD IE”“ E“UW hmum g’
ZLA Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ISWPI.C padaiBlokis,Ce i dary Bloig 122, |Kabupaten = 5 Pe_mman Bueog )
0 ! 1 dary Py 1ih Pra Sarana, dan APBD Bmau ﬁcqaaﬂ hmum ﬂnn
215 bty U dil Perurmakian WP1.C pada Blok 1.C.1 dan Blokl.C.2. Kabupaten - - Penataan Ruang -
APED EHBB EECI‘_]BB.I’I hmum ’m
2.1.6 |Kega Sama Penyediaan /Pengelolaan PSU Perumahan iSWP 1.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2. Kabupaten - - Penatean Ruang -
[licaaPeopmehan dan Knansar |
€2 |Perwujudan Sub-Zona P han Kepad dang
= Perumahen 0
1.1 | Penerbitan lrin Pemhanguman dan Pengembangan Perumahan
SWPLA pada Blok LA, Blok 1A.2, Blok LA.3, = >
dan Blok LA.4; s e
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan lzin SWPLB pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok APED | Pcmlm:wahlsan dan Ka
Pembang; dan P bangan Perumah 1.B.3; dan < - Mo
Terintegrasi Secara Elektronik SWP'LC pada Blok I.C.1, Biok 1.C.2, Blok 1.C.3, |‘abupaten ;:mukmmn o &
Blok 1.C.4, Blok L.C.5, Biok 1.C.6, Blok L.C.7, dan Pdna’ """"T‘“’e ““‘;‘u e H:u
Blok 1C.8. i
SFRT T PRI TOE TP T, DR LI, DO T, Dinas Pekerjasn Umum dan
dan Blok LA.4; Penataan Ruan,
l-\snhnsn Pemenuhan I\omluntn Pc.ncrbntan lzin SWPILB pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok APED " nh;ln P e
dan Peng: P 1B .3dein . .
Terintegrasi Secara Elektronik SU./AC peda Blokl.C.1, Blokl.C.2, BlokL.C.3, [Fabupaten Permulkiman
Dinas Penanaman Modal dan
Blok 1.C.4, Blok 1.C.5, Blok 1.C 6, Blok 1.C.7, dan Pelay Te, G =i
 Peningkatan Prasarann, Sarana, den Utilitas Umum (PSU}
an PSU Perumahan
ok = 3
SWPI.A pada B 1.A.1, Blok 1A.2, Blok 1A.3, Dinas Pek e
dan Biok 1.A.4; Peciataan ¥
mmsi Pem:mhan Komitmen I’bncrbmln Iin lS::ldBanpud. Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok APED Dinas = g dan Ka
Per .B.3; " e Perumahan Ll
Terintegrasi Secara Elektronik SWP 1.C pada Blok 1.C1, Blok 1.C.2,Blok1.C.3, [FAbupaten .’“‘“P"““n""“‘ =
Blok 1.C.4, Blok L.C.5, Blok 1.C.6. Blok 1.C.7, dan Pbmlm T“‘"""' Modal 2
Blok 1.C.8 ayanan Terpedu Satu Pintu
dan Blok 1.A4 s Dinas Pekerjasn Umum dan
9 o s an :
Penyediaan Prasarana, Sarens, dan Utilitas Umum di 2. dan Blok APBD Penataan Ruang
Perumahen untuk Menunjang Fungsi Hunian SWP,I'B' Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Kabu paten Dines Pf:runuhan dan Kawasan
1.B.3; dan 1ca Permukiman
dan Blok LA.4 2 < ) Dinas Pckerjaan Umum dan
9 o 4
Koordinasi dan Sinkronisas! dalam rangka Penyediaan SWP Blok APBD Penataan
|Praserana, Sarans, dan Utillies Umum Perumehan ,I'B pada Blok LB.1, Blok LB.2, dan [Kabupaten Dinas Pnrumnhan dan Kgwasan
1.B.3; dan —— lPem\uhman
dan Biok LA4; ! P Dinas Pekerjaan Umum dan
Perbajkan Prasarana, Sarana, dar Utilitas Umum di o Kk APBD Penatasn
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian SWP.I.B pada Blok LB.1, Blok 1.B.2, dan Blol IKabupaten Diras Perumahan dan Kawasan
1.B.3; dan e Permukimen
dan Blok LA.4; N Dinas Pekerjaan Umum dan
Opcrasional dan Pemcliharaan Prasarana, Sarana, dan e Blok APBD Penatann Ruang i
Utilitas Umum di Perumahan SWP_LB pada Blok L.B.1, Blok 18.2, dan Kabupaten Dinas Pcr\mnhan dan Kawasan
1.B.3, dan Permukiman
SWP 1. i R jok L Blok 1.C.3
T LD . -z T,
dan Blok LA4; - 5
SWPIRnadx Rlnkl # 1 Rlo A 3 dan Aok | iEs el eyt iy
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Urosan Pemorintaban df [ rovioe by Kota yang membldang an 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 (2029 | 2034y | 2039) | 2044
e Bloang il | R, e “ﬂt:'--‘r 3 Lainaya v} SRS SO { R | - | s
hcm Sama Penyedi aan/Peng LB.3; dan Dinas Pei 28 dan Ka -
SWPLC pada Blok 1.C.1, Blok LC.2, Biok 1C.3, A L RN R Tt
Biok 1.C.4, Biok LC.5, Blok 1.C.6, Blok 1.C.7, dan
108
ed udan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
1 bangan Perumahan . - AL
1.1 |Pencrbitan lzin Pumbang dan Pe gan Perumah
TrETTE T
|:Fni1|usl Pemenuhan l\nmhmm Pererbitan lzin |Penataan Ruang
111 [P dan Fc gan Perumahan SWPLD pada Biok 1.t dan Blok LD.3 pHIC . = Dinas Perumahan dan Kawasan s
Terintegrasi Secam Elektronik Apaten Permukiman
Fasilitasi F Komil Fenerbitan lzin s Penataan
1.2 b dan Pengemb Perumah SWPLD pada Blok 1.D.1 dan Blok 1.D.3 e £ . Dinas Perumahan dan Kawasan s
Tennlegmu Secara Elektroaik upaten Permukiman
= i — L dal B
_]w~ Kty Vi (P
an PSU Perumahan
TINMBS PekehBan Umam dan |
Py Pencrbitan lzin APBD Penalaan Ruang
2.1.1 |Pembx b Pe an SWPLD pada Blok 1.D.1 dan Biok L.D.3 Kabu - . Dinas Perumahan dan Kawasan -
Tenmegmn Seun Elcku-on.ﬂn paten) Permukiman
| Penyedizan Prusarana, Sarang, dan Utilitas Umum di APBD Penataan Ruang
212 Per s jang P : Hunian SWPL.D pada Blok 1.D.1 dan Blok 1.D.3 Kabupaten - - DinasiPernmeban: Hari Ka -
umtrm.un L
rdinasi Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan - APBD Penataan Ruang N
213 I‘ S dan Utilitas Umum P } SWP 1.D pada Blok 1.D.1 dan Blok L.D.3 Kabu paten = - Dinas P han dan Ka:
Perbaeikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umurm di APBD Penataan Ruang
214 o umshan untuk Menunjang Fungsi Hunian RILEpars PIOLI) dan Hloldrn/g Kabupaten = z Dinas Perumahan dan Kawesan b
(pcra simallanPem  clihara alPrasarana, Sarana, dan APBD Penataan Ruang
215 ligita s Unendi™ rerumahan PIELDIE B {0 L €1 G Kabupaten 3 & Dinas Perumahan dan Kawasan -
Jut =, P " APBD Penataan Ruang
2.1.6 |Kera Sama Peny /Peng: PSU Pen SWPLD pada Blok L.D.1 dan Blok L.D.3 Kabupaten = = Dines o iR -
€4 |Perwujudan Sub-Zona Per han Kepad: Sangat Rendah
1 Perumahan — E
117} | Penerbitars sinPem bungunan dan Pengembangan Perumahan
Linas Pekerjaan Umum dan
anum Pemenuhan I\ommnm Pen:rbnan lzin APBD | Penataan
1.1.1 |Pe g Pel gan P SWPLD pada Blok 1.D.2. Kabu peten = = [nas Perumahan dan Kawasan -
‘Terintegrasi Secara Elektronik Prrmuldnun
P'v:nlmn Ruang
Fan'l-tas: Pemenuhan komnmen Penerbitan 1zin
APBD Perumabh:
112 1nan dan Per Perumahan SWPLD pada Blok 1.D.2. ——— - = ,““n e an dan Kawasan %
‘rcnmcgrnsn Secara Elektronik [inas Penanaman Modal dan
| s P e o T
7 [ Frogrus Peninghatan Prassrans, Ssrari. dan Ulias Urmum 30
21  |Urusan w PSU Perumahan jp—
Tinas fjaan Umum dan
Penataan Ruang
Fanhtns: Pemenuhan Komlunm Penerbuan lzin APBD Dinas Perumahan dan Kawasan
211 dan P gan Per SWP 1D pada Blok 1.D.2. Kabupaten = E Permukiman s
Tcnnu:gmsa Secara Ele_la:mmk Dinas Penanaman Modal dan
Penyedinan Presarana, Sarana, dan Utilitas Umum di APBD . N Penataan Ruang
21.2 P untuk Menunjang Fungsi Huni SWPLD pada Blok L.D.2, Kabupaten Dinas Perumal dan Ka ~
Koordinasi dan S nkronisasi dalam rangia Penyediaan APBD o . Penataan Ruang
213 P s dan Utilitas Usaum P f SWPI.D pada Blokl.D.2, Kabupaten Dinas P " dan Kaw <
Perbailkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Usoum di APBD _ : Penataan Ruang
214 | perumahen untuk Menunj Fungsi Hunian EWPLD pack: Blok LD.2, Kabupaten Dinas Perumahan dan Kawasan -
O perasonel d arPemebh  aruarPrssaram, Sarans, dan| APBD - 1 Penataan Ruang
LS Uil itasUm una dPeru  mahan EWIBILD Fads Bick1D:2: Kabupaten Dinas Perumahan dan Kawasan -
1162 —
5 4 APBD Penatean Ruang
2.1.6 |[Kerja Sama Penyediasn/Pengelolann PSU Perymahan |SWP 1D pada Blok 1.D.2. Kabupaten = - Biftias Fenumalar Haor Kanasani -




Pelnkzana Wektu Pelalmanaan
TP-2
No Program Utama Lobust Sumber Kementerian/ Lembaga Pemangka
Pend yong Menyel Pm”‘htl Hascaly Perangkat Dacrah Rabuapaten/ Kepentlng | TP-1 (21030_13 Tg;'» 13’4‘2
Urusan Pemerintahan di = yeaz Kota yang membidangi an 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 (2035- (2040-
membldangl 2034) 2039) 2044)
Bldang Lalnnya
n PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
[ Perwufudan Zona Barans Polayanan Umum
rl Perwyjudan Sub-Zona SPU Skala Kecamalan
1 |Frowgam Pengdolaan Pendidikan
1.1 [Pengelol Pendidikan M h Atas
SWPLA pada Dinas Pekerjann
N LA4; APBD Provinsi Umum dan Penatann | Dinas Pekerjoan Umum dan
1.1 [Pembengunan Siwans, Prosarana, dan Unlims Sckolsh [SWPLB pada Blok 1.B.2; APBD . Penataan Ruang -
SWPL.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.3, dan Blok Kabu patcn Dinns Pendidikan dan Kebudayaan
A
el VASE el Gy SRR T F Wl OO D'nﬂ! Pckc'jnnn
. APBD Provinsi Umum dan Penatnan | Dinas Pekerjenn Umum dan
1.1.2 |Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolnh :;vl:g png: g;": :%1;' T APBD . Ruan, Penatann Ruang
e e e TS Dinns Pendidikan dan |Dinna Pendidikan dan Kebudayaan
ey Kebudayaan
LA4: i i kel SrEe Dinns Pekerjaan
113 |Pemeliharaan Ruin Sarena, Prasarera dan Utllitas SWP LB pada Blok 1.8.2; :gg Brocloat gmum dan Penataan R::‘;;z:‘;?j:’; Umum dan
A3 eekolh - uAng
lsgglé':m?adu Hiclll; 6 Iy AL € 2 iy ol Kabupaten Dinas Pendidikan dan |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
el 1na Kebudayaan
12 nmﬁaommm Sckoloh Menegan Perlama
1/ padn Blok LA2, Dlok LA dan Dok
LA4; APED Dinas Peleerjnan Umum dan
1.2.]1 |Pembang Sarana, Pra dan Ur'litas Sckolah [SWP LB pada Blok 1.8.2; el - Penatann Ruang -
SWP 1.C pada Biok 1.C.1, Blok 1.C.3, dan Blok Pa Dinas Pendidilan dan Kebudayaan
1.C.R;, dnn
, Dok LAY dan o
LA.4 APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
1.2.2 |Rehabilitasl Sedang/Berat Ruang Kelas Sckolnh SWP LB pada Blok 1.B.2; Kabupaten B - Penatnan Ruang v
SWPI.C patda Blok I.C.1, Blok 1.C.3, dnn Blok P Dinns Pendidilnn dan Kebudayaan
LC don — ;
SWP LA pada Blok LA.2, Blok LA.3 dan Blok 0 #
1.A.4; : ba
123 |Pemeliharann Rutin Sarana, Prasarmna dan Utilitas  [SWP LD pada Blok 1B.2; APBD i R ,D.c':::“:;"g::: Umum dan .
fgl;: L‘F m;:xla Blok I.C.1, Biok 1.C.3, dan Blok Knbupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SWPi.D pada Blok LD.3. 2 He - . 2
F gun Dan Upava. h Ma, §
untuk URM dan URP Kewenangan Decrah Kabuparen/Kota
Rl =y .
LA
2 SWPI.B pada Blok [.B.2; APBD r Dinas Pekerjoan Umum dan 2 fi
2.3.1 |Pengembangan Puskesmas SWP LC pada Blok 1.C 1, Blok .C.3, dan Blok  [Kabu paten ~ Penatann Ruang ’ B
LC.8; dan LR :
1 S i = |
TILL, TR Talhnd teaa] Walh, G I i
|M'4; APBD Dinns Pekerjann Umum dan - M
- L SWP LB pada Blok 1.B.2; R : inns Pekerjann Umum i
2.1.2 |Rehabilitasl dan Pemeliharaan Puskesmas SWF 1.C pada Blok 1.C.], Biok L.C.3, dan Blok Kabupaten Penntann Ruang ! . i = i
1.C.8; dan k. | f i R [T T
{2 |Perwujudan Sub-Zona SFU Skala Relurahan
1 Program F L Perdidikan
1.1 [Pengelol Pendi dikan Dasar
T LI [RIT TF0E, T 17 DOUE I, O Rty
idan Blok LA.4; ; -
SWP 1B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok APBD Dinas Pekerjann Umum dan
L1l |Pemb Sarana, Pr , dan Utilitas Sekolah |1.B.3; Kabupaten X . Penataan Ruang . -
SWPI.C pada Blok L.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.4, Dinas Pendidikan dan Kebudayann :
Blok 1.C.6, dan Bok 1.C.7, dan Blok 1.C.8; dan 3 -
2. (I W R, LN
T T e T T,
dan Blok 1.A.4; 3 I
SWP LB pada Blok [.8.1, Blok 1.B.2, dan Blok APBD Dinas Pekerjann Umum dan ;
1.).2 |Rehabilitast Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.B.3; lentematicn - - rPcnumnn Ruang - i
SWP 1.C pada Blok [C. 1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.4, P Dings Pendidiknn dan Kebudayaan {
Blok 1C.6, dan Blok 1.C.7, dan Biok 1.C.8; dan = b
LA paga Blok I.A.1, Blok LA.2, Blok A3, : X g +
|dan Blok 1.A.4; : - - e >
11,3 |Pemelibaraan Rutin Sarans, Prasarana dan Urltas  [SWPLB pada Blok LB.1, Blok 1.8.2, dan Hlok  |APBD DP""" P‘“;“‘“‘: Umum, den E 7 -
% [Sekokah LB.3; Kabupaten * - Eatang . ! = ¥ A
Ist'Lc pada Biok 1.C.1, Blok 1.C.2, Biok 1.C.4, | Dinas, Perlidlan dar, Kebudayan ¥ B el
- - n | . —
2 Program P n Upaya Keszhatan rangan Dan Upays Keachatan Masyarakat
Pe Fasilitas Pelny Keach umdﬁ UKM dan URP Re gan Dacrah Kabupaten/Kola




s NGRS

Kementerian/ Lembuga
yang Mé¢nyelenggarakan
Urusan P |

Pornngkat Daersh

~ Bidang

gl .

e e, 9, il
Peratigkat Dacrah Kabupaten/
Kota yang membidangl

Wil vt .

4

Pemangku -t
Kepenting | TP-1

an
Lalnaya

2024

2025

SWPLB pldl Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok Dinas Pekegaan Umum dan
2.1.1 |Pengembangan Posyandu 1.B.3; QZ:D = i Penatann Ruang -
SWP 1.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.4, TpRion Dinas Keschatan
Blok I.C.6, dan Blok 1.C.7, dan Blok .C.8;
W 6K 1T, BISR TR Z Bdwracs;
dan Blok 1.A.4;
SWPI1,B pada Blok 1.B.}, Blok 1.B.2, dan Blok PED Dinas Pekerjasn Umum dan
2,12 |Rehabilitasi dan Pemelihamaan Posyandu 1B.3: A - - Penataan Ruang -
SWPI.C pada Blok 1.C.1, Biok 1.C.2, Biok 1.c.4, |abupsten Dinaa Keachatan
Blok 1.C.6, dan Blok 1.C.7, dan Blok 1.C.8; dan
im LD, o Rlale LI 1 Rlal 12
g Perwijudan Zone Perdagangan dan Jasa
g1 |Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
1__ |Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1 _|Pembangunan dan Pengelolsan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1.3 |Penyediaan Sarang Distribusi Perd SWP 1A pada Biok 1.A.]; dan APBD L S Dinas Pekerjaan Umum dan .
< i SWPL.C pada Blok 1.C.1. Kabupaten Penataan Ruang
[ 3 3 SWP LA pada Blok 1.A.1; dan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
L2 |Fasfilas)Pengclolaan; Sarans Distmitusd Perdagangall |owpr e poda/Blak LG1. |Kkabupaten 3 - Penataan Ruang :
LI . SWP LA pada Biok LA. 1; dan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan
1.1.3 |Pclaksanaan Fasllitasi terkait Sistem Rersi Gudang SWPI.C pada Blok L.C.1. Kabu paten = - Penataan Ruang L
h Zoua Perkantoran = - —
Penu Urusan F Kabup Ta - . .
1.1 |Pemeliharaan Milik Daerah Pe Pemerintahan Daerah
SWPT.A pada BIoK L.A.T, BIok I.A.2 dan BIOK
LA.3; APBN .
1.1.1 |Pemelharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Pie ::g: el e s ey | s Kemonfean Delam = Didocs Shgciia ey e !
Blok I.C.5, dan Blok 1.C.7; dan Knbupaten
LA.3; APBN
1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SWP LB pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3; APED Kementerian Dalam : Badan Pengelolaen Keuangan dan
1.2 | Gedung Kantor SWPI.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.3, Blok L.C.9, [¢7P0 Aset Dacrah =
Blok 1.C.S, dan Blok 1.C.7; dan P
LA.3; APEN )
1.3 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SWP 1.B pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3; APBD Kementerian Dalam 5 Badan Pengelolaan Keuangan dan L
Ll Pendukung Gedung Kentor SWP 1.C pada Blok 1,.C.1, Blok 1.C.3, Blok 1.C.4, Negeri Asct Daerah
Blok I.C.5, dan Blok 1.C.7; dan Kabupaten
SWPIDnada Blak ID3
12 |[Peme Milik Dacrah Penunjeng Urusan Pemerintahan Daerah
[SWP X Dald DIOK LA T, BDIOK 7.2 Uil BIOR
— e ian Dalam Bud lol dan
SWPLB pada Biok 1.B.2 den Blok 1.B.3; Kementerian - ndan Pengelolsan Keuangan
1.2.! |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung SWP LC pada Blok 1.C.1, Blok I.C.3, Blok 1.C.4, PA(:E‘? s Negeri Aset Daerah %
Blok 1.C.5, dan Blok LC.7; dan pel
SW’P 1A o) » Blo ok
LAS; APBN :
Pengedaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung |SWP 1B pada Blok 1B.2 dan Blok 1.B.3; APED Kementerian Dalam = Badan Pengelolaan Kewangan dan :
122 Jiontor SWP LC pada Blok 1.C.1, Blok 1C.3, Biok 1C4, [R /o8 . Negeri e ALt
Bick 1.C.5, dan Blok 1.C.7; dan
ISWP LD pada Blok 1L.D.3
i |Perwujudan Zona Peng! P pah A — ek e E T
o Sistem dan Re e Al R T
_ 11 [Peng 1gan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota s
Dines Pekerjaan Umum dan
L1, SWPIL.C Blok 1.C.3. AFBD - - Penatann Ruang &
1 |Penyiapan lehan pengelol#an persampehan pada Dinas Lingkungan Hidup
Diras Pekerjuen Umum dan
112 |Pengembangan prasasana dan sarane penunjang SWP LC pada Blok 1C.3. APED . 2 Penatasn Ruang !
pahan Dinas Linglcungan Hidup
¥ = = T
— s
b Fengop jan Pelabuhan Penyebe rangan . - _ y o e |
iy < v e TRementerion o ; R G % 51 0o 5 e P 2 2l |




Polajosana

Waklu Pelabaanann

Blok L.C.4, Blak 1.C.5, Blok 1.C.6, Blok 1L.C.7, dan

Rict LR dus

Sumber Kementedan/ Levb, Pemangk Tr2
Ny Progrmn tama Lokasl epratacian ahRgs SaRLR = -3 X
Pendannan | yang Menyelenggarakan l‘e;:::::; I;:::'lh Peraagkat Dacrah Xabupaten! | Kepentlag | TP-1 i 1 (:g'.lo. (21;‘:5- (::4?).
Urusan Femerintahan dl Kota yeng membidang) =n 2024 2026 | 2027 | 2028 | 2039 | P
memhidangl ] i 2034) 2039) 2044)
Bidang Lalonya 1 i
T : e e : -
St o3 pei o |sweLc pamn BlokLC.L [Perhubungan
1.2 Pembangunan, Penertiban {2in, Pembang dan Pengoyp i l‘cl&uhlﬂ Perikanan Nusaninra
120 |Pelabuban Merikanan Nusantaea Kamara SWP 1.C padn Blokl.C. 1. APBN | i e apgmga I | | I ] ; ;
Aautan
2 Progmitin l‘tll\‘cku&nhm-rrbﬂlu Lintis dan Ahgkutnn Jalen (LLAJ)
2.1 wlulmm Terminml Peoumpang
2.1.1 |Penyiapan lahan Terminal Nenumpang Tipe C SWPLC pada Dok LC.1. Q:E‘?pmm Dinas Perhulungan
2.1.2 |Penycdinnn Samna Pendukung Terminal Tipe C SWPL.C pada Blok LG, ;:E\[x)pnlcn - - Dinns Peshubungan
2.0.3 |Penycdi APBD -
.1 nycdiann Halte SWP C padn Biok 1.C Kabia palcn Dinas Perhubungan
X ﬁnnuualn Zona Pertahanan dan Keamanan
1 Progtani Penguatan K r 1 Per Dibarenyi Canfidence Duilding Measurc
1.1 |[Pembangunan Sarana-Pradsarans Pedabanan
1.1.] |Pembangunan Sarana dan prasarana TNL-AD Ihgn;md 1413-13/Lasnlimu di SWPI.C pada Blok APBN Kenenterian Pertahanan - N -
1.1.2 |Pemeliharaan Rutin Sarana dan prasamna TNIAD lkgr::mﬂ =y Bl vk O S E G pudilold APBN Kementerian Pertahanan .
1 Porwujudan Zona Bad an Jalan
1 ﬁog ran Peaveleng garann Lulu Lintas dan Anglutan Jalan (LLAJ
1.1 |Penyrdiaan Prricnglapan pada Badan Jann
=% SWPT.A padn Diok 1.A.I, Blok LA.Z, Olok LA.3,
dan Blok LA4;
SWPLB pada Blok 1.B.1, Blek 1.B.2, dan Blok APBN . - - Dinas Pckerjaan g =
1.1.1 |Pcmbangunan Prasamnn Jalan L83 BRIl 8:&:‘2:" Pchtuk;::n pmum fay Benetsan mk;?,:“ S
e ne f SWPLC pada Biok 1.C.), Blok 1C.2, Blok 1.C.3, [APBD Ruang T *
Blok 1.C.4, Blok L.C.5, Blok LC.6, Blok 1C.7, dan |Kabupaten Bl Dinas Perhubungan By R EEan
dan
A |
P R 3,
dan Blok 1.A.4; i N
SWP L8 padn Biok LB.1, Blok 182, dan Biok  [APEN | Kementerian Pekerjnan |in83 Pekernan Dinas Pekerjoan Umum dan
1.1.3 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jelan LB.3; APED ans Umum dan Perumahan Rm m. s Penataan Ruang -
SWPL.C pada Blok L.C.1, Blok LC.2, Blok 1€3, [P0 Ralyat D‘,’Wpuh 5 Dinas Perhubungan
Blok 1.C.4, Blok L.C.5, Blok 1.C.6, Blok 1.C.7, dan paien it
PC-I 1, LAZ, Blok LA,
dan Biok LA.4; § .
SWPLB paca Diok 1.B.1, Blok 182, dan Biok  [APey _ | Kementerian Pekerjaan 3"’“ ":a“;”';':“ Dinas Pekerjnan Umum dan
1.1.4 |Rehabifitasl dan Pemeliharnan Perlengkapan Jalnn 1.B.3; APBD Umum dan Perumahan |50 0% PAMAAN | pepataan Ruang .
SWPLC pada Blok 1.C.1, Biok 1C.2, Blok LC.3, oo on Rakynt g:’“:fpﬂhubu Dinas Perhubungan
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR % TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN LASALIMU TAHUN 2024 - 2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Hutan Lindung dengan kode HL

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

10%

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

0.1

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

90%

luas kaveling minimum

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

w(molalo|o|p

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

5 m (I lantai)

Ol =

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

5m

jarak bebas antar bangunan minimal

4m




Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Penanda batas Sub Zona Hutan Lindung,
b. Pap2 Nama beserta peraturan zonasi (perda)
c. Area .l yang digUlakan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki :
1) Tempat sampah
2) Pelgtaran Parkir
3) Lampu Penerangan
Zona perlindungan setempat dengan kode PS
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
I | Ketentuan Illtensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.1
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%
e. | luas kaveling minimum -
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum |-
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II || Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 m (1 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4m




Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4m
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Jalur atau titik akses inspeksi sung,; dengan perkerasan sesuai dengan ketentuan.
b. Area Pg yang digUlakan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki:

1) Tempat sampah

2) Pelataran Parkir

3) Lampu Penerangan

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.2
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%
e. | luas kaveling minimum =
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum =
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum |2 m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Jalur Pejalan Kaki
1) Jalur area jalan yang berbentuk sidewalk
2) Jalur pedestrian dilengkapi dengan Penerangan Jalan & Jalur Hijau
b. Instalasi Jaringan Persampahan disepanjang sidewalk dan taman RTH
c. Ruang Terbuka Non Hijau
1) Lapangan Terbuka, Street Furniture, Parking Area
d. Utilitas
e. MCK Umum dengan pengelolaan sistem pembuangan limbah dan septictank
f. Apabila ada sumber air, dapat menyediakan titik Hidrant Umum dapat diakses oleh Pemadam Kebakarane
g. Fasilitas yang perlu disediakan berupa Lapangan Olahraga Basket/Volly, Plaza Terbuka, Area Bermain
Anak, Street Furniture
h. Terdapat Pohon
Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.1
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
e. | luas kaveling minimum =
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -

maksimum

Ketentuan Tata Bangunan




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

o
p—
e

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jalur pejalan kaki
1 alyr Pejalan kaki dengan tipe sidewalk.

2) %&E Pejalan kaki defgan 1 q mmH minimal 1,5 meter sebagai jalur utama

3) Ruang ferak an  makam ““:ngan minima} 30-60 cm

4) papat beyupa wmuw.wam.mmb n@™Mun yang dapat menyerap air.

5" ilengkapi fasj}j'a$ Pelalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.
&g terbyka no™ hijald

1 ,Ruang te buka non hllJau berupa areal parkir dan trotoar.

G bo atau shelter untuk pengunjung yang berziarah

Toilet

Kantor Pengelola yang diatur oleh UPT Pemakaman

Garasi Wntuk mobil ambulance apabila memungkinkan

Jalur pejalan kaki

. Jalur atau titik Inspeksi

&

PR om0 a0

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum |O0.1




Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
e. | luas kaveling minimum -
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S m (1 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Jalur pejalan kaki
b. Jalur atau titik Inspeksi
Zona konservasi dengan kode SM
Sub-Zona Suaka Margasatwa dengan kode SM
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.1
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%
e. | luas kaveling minimum -
f. | koefisien tapak basement [KTB) maksimum -




Sub-Zona Suaka Margasatwa dengan kode SM

koefisien wilayah terbangun (KWT)

g.
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S m (1 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Sm
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penanda batas Sub Zona Suaka Marga Satwa,

b. Papan Nama beserta peraturan zonasi (perda)

c. area SM yang diginakan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki :

)} Tempat sampah
w_ Pelataran Parkir
3) Lampu Penerangan
Zona Badan Air dengan kode BA
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

II | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
1. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal
2. | luas kaveling minimum
3. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum




Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

P a0 (ol

jarak bebas belakang (JBB) minimum

—
—
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. meyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi
jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat

ZONA BUDI DAYA
Zona hutan produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP

-

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum |20%

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.2

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum |-

w|=fo|alo|o|p

koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

Ketentuan Tata Bangunan




Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal S m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penanda batas Sub Zona Perkebunan Rakyat,

b. Papan Nama beserta peraturan zohasi (perda)

c. Area pelataran Parkir untuk pengakutan barang

Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P1
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 30%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum |0.3
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%
e. | luas kaveling minimum -
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m




Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P1

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jalan Usaha Tani

b. Jalur Irigasi

c. RMU

d. Lantai Jemur

Sub-Zona Tanaman Hortikultura dengan kode P2
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum |30%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB)} minimum -
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum |0.3
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
e. | luas kaveling minimum -
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) =
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum %2 ROW Minimal 5 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

b
—
L]

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal




Sub-Zona Tanaman Hortikultura dengan kode P2

a. Jalan Usaha Tani

Sub-Zona Tanaman Perkebunan dengan kode P3

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

30%

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum |0.3
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%

luas kaveling minimum

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

@ mlelalo|o|p

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

—

Ketentuan Tata Bangunan

10 m (2 lantai)

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum

b. mgﬂoavmag bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

Iy
P
et

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jalan Usaha Tani




Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Py

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.2

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

e. | luas kaveling minimum dapat diatur apabila diperlukan

f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

=
=
=

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pos jaga beserta CCTV
pengolahan Limbah

ul dan Ruang vayyasi,
Jal e'sency Power Supply,
Emk Hyqrant:

TemPat Parkil’

FER e Ae O

penyediaan Area ‘mngvme Sampah, Seperti TPS 3R,

Loading dock di samping atau belakang bangunan,
Toilet, Jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarak minimum keluar masuk setiap S0,




Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

j. Jalur Hijau atau Buffer
k. Trotoar dan Drainase-

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.2

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

e. | luas kaveling minimum -

f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20m (4 lantai)

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2Ib

—
Py

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Sarana Parkir

. Kantor pengelola (apabila pariwisata berbasis pertanian atau alam)

b
c. Jalur Evakuasi
d. Prasarana Jalan/Sirkulasi zona




e. Jalan akses utama minimal jalan lingkungan
f. Tempat Ibadah minimal mushola

Zona perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum |70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.2

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
e. | luas kaveling minimum 72 m2
f.

g.

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

dapat diatur apabila diperlukan

[ o]
—_

Ketentuan Tata Bangunan

10 m (2 lantai)

ketinggian bangunan (TB) maksimum
garis sempadan bangunan (GSB) minimum Sm
jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

jarak bebas samping (JBS) minimum

0 m (Bangunan Deret)

o [alo o|p

jarak bebas belakang (JBB) minimum

0 m (Penyediaan Brangang)

—
b
Py

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak
mo_ﬁ:wbm-_ ranghya 10 meter dar1 sumber air tanah Pemerintah membantu peMbangunan sarana MCK

Um@ m
Bm.ﬂ.mu.ﬂ,u_n— WOBE.—BNH.
b. Sarana Persampahan :

as’ jrakat berpenghasilan rendah yang tidak' mampu baik dengan membangun MCK individual




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

™

1. Kapling besar dan sedang pada sub zona R2 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala
rumah tangga.

2. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume S50 liter sudah dibedakan jenis
sampahnya (organik dan non organik).

3. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok atau pengolahan
limbah lainnya untuk skala RW atau kelurahan/desa.

4. Terdapat TPS dengan pelayanan menyesuaikan jumlah KK atau kepala keluarga

Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah
(sistem off site).

Sistem drainase tersier (minimal) :

1. Untuk sub zona R2 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi
kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah
melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi.

Prasarana Jalan/Sirkulasi zona

Jalan akses utama minimal jalan lingkungan

Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur
pejalan kaki yang terdiri dari :

2. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas.

3. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan
bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.

4. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran
drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.

5. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar
dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte.

6. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas
pejalan kaki lebih tinggi dari permukan jalan.

. Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan
kaki yang relatif rendah.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

2. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang
diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.
i. Aturan desain trotoar menyesuaikan dengan standar dan aturan yang berlaku
j- Aturan Lahan Parkir
1. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki lahan parkir di dalam kavlingnya
2. Dimungkinkan Terdapat Penyediaan Lahan Parkir Umum : untuk area hunian skala RT (250
penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar
penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan
penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan
publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat
lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan
(120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan
memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan
kecamatan.
k. Fasilitas umum minimal menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada
aturan berlaku pada daerah atau pada aturan SNI
1. Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan
m. Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar
(SD) untuk setiap 1.800 penduduk
n. Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan
mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan
o. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW yang
dapat digunakan menjadi meeting point atau titik evakuasi.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

jarak bebas samping (JBS) minimum

0 m (Bangunan Deret)

jarak bebas belakang (JBB) minimum

0 m (Penyediaan Brangang)

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.8
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
e. | luas kaveling minimum 144 m?2
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Sm
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4m
d.
e
III

a. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak
sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK
bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual
maupun komunal.

b. Sarana Persampahan :

3. Kapling besar dan sedang pada sub zona R3 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala
rumah tangga.

4. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume S50 liter sudah dibedakan jenis
sampahnya (organik dan non organik).

5. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok atau pengolahan
limbah lainnya untuk skala RW atau kelurahan/desa.

6. Terdapat TPS dengan pelayanan menyesuaikan jumlah KK atau kepala keluarga




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

™

Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah
(sistem off site).

Sistem drainase tersier (minimal) :

1. Untuk sub zona R3 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi
kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah
melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi.

Prasarana Jalan/Sirkulasi zona

Jalan akses utama minimal jalan lingkungan
Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur
pejalan kaki yang terdiri dari :

1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas.

2. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan
bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.

3. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran
drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.

4. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar
dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte.

5. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas
pejalan kaki lebih tinggi dari permukan jalan.

Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan
kaki yang relatif rendah.

2. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang
diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.

Aturan desain trotoar menyesuaikan dengan standar dan aturan yang berlaku
Aturan Lahan Parkir

1. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki lahan parkir di dalam kavlingnya

2. Dimungkinkan Terdapat Penyediaan Lahan Parkir Umum : untuk area hunian skala RT (250
penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan
penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan
publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat
lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan
(120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan
memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan
kecamatan.
k. Fasilitas umum minimal menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada
aturan berlaku pada daerah atau pada aturan SNI
1. Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan
m. Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar
(SD) untuk setiap 1.800 penduduk
n. Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan
mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan
o. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW yang
dapat digunakan menjadi meeting point atau titik evakuasi.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum .

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.6

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

e. | luas kaveling minimum 288 m2
£

koefisien tapak basement (KTB) maksimum | -




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

dapat diatur apabila diperlukan

Ketentuan Tata Bangunan

10 m (2 lantai)

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 0 m (Bangunan Deret)

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 0 m (Penyediaan Brangang)

p—
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Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak

sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK

bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual
maupun komunal.

. Sarana Persampahan :

1. Kapling besar dan sedang pada sub zona R4 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala
rumah tangga.

2. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis
sampahnya (organik dan non organik).

3. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok atau pengolahan
limbah lainnya untuk skala RW atau kelurahan/desa.

4. Terdapat TPS dengan pelayanan menyesuaikan jumlah KK atau kepala keluarga

. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah

(sistem off site).

. Sistem drainase tersier (minimal) :

1. Untuk sub zona R-4 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi
kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah
melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi.

. Prasarana Jalan/Sirkulasi zona

. Jalan akses utama minimal jalan lingkungan




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

g. Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur
pejalan kaki yang terdiri dari :
1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas.
2. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan
bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
3. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran
drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.
4. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar
dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte.
5. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas
pejalan kaki lebih tinggi dari permukan jalan.
h. Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan
kaki yang relatif rendah.
2. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang
diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.
i. Aturan desain trotoar menyesuaikan dengan standar dan aturan yang berlaku
j- Aturan Lahan Parkir
1. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki lahan parkir di dalam kavlingnya
2. Dimungkinkan Terdapat Penyediaan Lahan Parkir Umum : untuk area hunian skala RT (250
penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar
penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan
penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan
publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat
lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan
(120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan
memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan
kecamatan.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

k. Fasilitas umum minimal menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada
aturan berlaku pada daerah atau pada aturan SNI

l. Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan

m. Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar
(SD) untuk setiap 1.800 penduduk

n. Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan
mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan

o. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW yang
dapat digunakan menjadi meeting point atau titik evakuasi.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
h| koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 40%
i.| koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
j-| koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0.4
k| koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
l.| luas kaveling minimum dapat diatur apabila diperlukan
m koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
n| koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
f. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 m (1 lantai)
garis sempadan bangunan (GSB) minimum ROW Minimal 2 m
] jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
i jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Hunian Kepadatan Sangat Rendah atau R-5 akan diarahkan menjadi satuan permukiman Permukiman dengan
target 300-500 KK dan dengan luas perencanaan adalah 500 Ha. Dengan luasan dan target KK seperti itu, maka
kepadatan berkisar 1 KK / Ha.

Ketentuan Sarana dan Prasarana Area Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan
Kawasan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana, Sarana, Dan
Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi

Satuan Permukiman (SP) paling sedikit terdiri atas satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Transmigrasi. Karena
jumlah Jiwa adalah berkisar 1200-2000 jiwa maka sarana minimal yang disediakan adalah skala RW.

Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan

g. Jenis prasarana pada SP
1. Jaringan Jalan Dan Saluran Navigasi;
2. Saluran Drainase, Pengendali Air, Dan Saluran Irigasi.

h. Jenis prasarana jaringan jalan pada SP
1. Jalan Lokal Primer/Sekunder;
2. Jalan Lingkungan Primer/Sekunder;
3. Jembatan;
4. Gorong-Gorong; Dan
5. Bangunan Pelengkap Lainnya.

i. Jenis sarana pada SP
1. Perumahan yang terdiri rumah transmigran, dan rumah dinas petugas
2. Sarana Pelayanan Umum;
3. Sarana Pelayanan Pendidikan berupa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

4. Sarana Pelayanan Kesehatan berupa Pos Kesehatan Desa (poskesdes).
5 Sarang 1m.umﬂ erupa bowa_pumumn
" Sarana Pu ercontoh; Berupa Demonstrasi Plot (Demplot).
j. 6.nis sArangsaayanan umum pada SP
Je Kantor UPT;
2. Baidilg U .,
G an
3. R%an Ema&:
4. P&Keamanyn Desa
Kanto; Koperasi;
7. S m%uu Air Bersih;
6. 2w
m H.mv Nb%b Olahraga;
0-Ben8¥o  <as pesa;
s, w:mmm_.w_u T
11 \?vaw €akaman Umum;
m.wnuvmbwm
14.S:_any ppergi Listrik
k. Jeis w_mﬁpp t5S Umun pada SP
._mbbm.wn listrik;
w jaringan tejapon;
3. jaringan perpipaan air bersih

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%




Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.8
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
e. | luas kaveling minimum -
f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum dapat diatur apabila diperlukan
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m (4 lantai)
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

=1l

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Pos Jaga,

Tempat Sampah,
Emergency Power Supply
Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi,
Hydrant,

APAR

CCTV,

Tempat Parkir,

IPAL

Trotoar

Instalasi Internet

Ferp@oep o




Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-3

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.8

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

e. | luas kaveling minimum -

f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | dapat diatur apabila diperlukan

g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 m (3 lantai)

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m

c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

III

Pos Jaga,

Tempat Sampah,

Emergency Power Supply

Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi,
Hydrant,

APAR

CCTV,

Tempat Parkir,

IPAL

S rE@me o op

Trotoar




Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-3

k. Instalasi Internet

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K2

jarak bebas samping (JBS) minimum

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.8

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

e. | luas kaveling minimum dapat diatur apabila diperlukan

f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%

g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m (4 lantai)

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m

c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

d.

0 m (Bangunan Deret)
4 m untuk bangunan ketinggian > 3 lantai

jarak bebas belakang (JBB) minimum

0 m (Penyediaan Brangang)

=1y
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Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Pos jaga, CCTV
b. Tempat Sampah, TPS 3R
c. Jalur dan Ruang Evakuasi




Sub-Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K2

gl

'D‘U_q

1.

Emergency Power Supply

Hydrant

Tempat Parkir sesuai dengan standar kebutuhan parkir minimal setiap kavling, namun apabila tidak
terdapat area parkir (GSB=0), maka dapat diarahkan parkir on street atau dibuatkan kantong parkir.
Loading dock di samping atau belakang bangunan,

. Toilet,

Jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 m (khusus jalan
arteri)

Dibuatkan juga sarana pelengkap jalan berupa

1. Jalur Hijau Jalan

2. Trotoar dan Jalur Sepeda

3. Halte

4. Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 2.4

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

e. | luas kaveling minimum dapat diatur apabila diperlukan

f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%

g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum

Ketentuan Tata Bangunan




ketinggian bangunan (TB) maksimum

30 m (6 lantai)

a.
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2 ROW Minimal 5 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 0 m (Bangunan Deret)
4 m untuk bangunan ketinggian > 3 lantai

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 0 m (Penyediaan Brangang)
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Hydrant

b. APAR

c. etV

d. Oanﬂmobo.ﬂ Power Supply

e. Erotoar dan Jalur Sepeqg

f. jalar dan wc.mbm Evakuasi

g. Tempat Parkir

h. ,_,_owmﬁ

i. Pos Jaga,

j. Tempat Sampah

Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP
Sub-Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum |40%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,4
d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
e. | luas kaveling minimum -




Sub-Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP

. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 m atau 1 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1/2 ROW dengan minimal 5 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m

=l
=S

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Klasifikasi TPS sebagai berikut :
a. TPS tipe I
Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

1. Ruang pemilahan
2. Gudang
3. Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container
4. Luas lahan + 10 - 50 m2
b. TPS tipe I

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

f. Ruang pemilahan (10 m2)

g- Pengomposan sampah organik (200 m2)

h. Gudang (50 m2)

i. Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2)
j- luas lahan + 60 — 200 m2

c. TPS tipe III




Sub-Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

5
6
Z.
8
9

. Ruang pemilahan (30 m2)

. pengomPosan sampah organik (800 m?2)

udang (100 m2)

. mwoabmn pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2)
. luas lahan > 200 m2

d. Terdapat ruang parkir kendaraan
e. Luas TPS 3R bervariasi.

L
2.
3.

Cakupan pelayanan 2000 rumah diperlukan TPS3R dengan luas 1000 m2

Cakupa™® pclayan,,, skala RW (200 rumah), djperlukan TPS 3R dengan luas 200-500 m2.

TPS 3R de_gs, I as 1000 m2 dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses pemilahan
sampah di mdpadm%__

TPS 3R del§an luds <500 m2 hanya menampung sampah terpilah (50%) dan sampah campur 50%.
TPS 3R dengan luas <200 m2 hanya menampung sampah tercampur 20% dan terpilah 80%

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

-

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum =

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.2

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

olaflo|o|p

luas kaveling minimum -




Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

60%

7w

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

dapat diatur apabila diperlukan

Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 ROW Minimal 5 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

—
—
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

IE

ng.dma

. Instalas; Internet
Lampu Penerangan

a. Pos Jaga,
b. ﬁﬁdeﬂ Sampah,
c. E ergency poWer Supply
d. J™Myur Evakuasi dan Ruang Evakuasi,
e. Hydrant,
f. APAR
g. CCTV,
Tempat Parkir,
h.
i
k
L

Zona Pertanahan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang




Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum =

c. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1.8

d. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

e. | luas kaveling minimum -

f. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum dapat diatur apabila diperlukan

g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) dapat diatur apabila diperlukan
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m (4 lantai)

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2 ROW Minimal 5 m

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4m

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

—
—
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Terdapat area par, r yang mencukupi
Trotoar dan Drainase

poop

Poiri

L

minimal permukiman

Terdapat meeting point sebagai area berkumpul saat terjadi bencana kebakaran atau gempa

Disesuaikan dengan kebutuhan minimal sesuai standar pertahanan dan keamanan baik TNI ataupun

Apabila terdapat kegiatan permukiman, maka menyesuaikan dengan standar sarana dan prasarana




Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

luas kaveling minimum

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

o Op Rl ®|™e 0[P

jarak bebas belakang (JBB) minimum
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-
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Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Lebar Jalan Kendaraan menyesuaikan dengan aturan kelas jalan

Trotoar di Area Permukiman dengan minimal lebar jarak bebas 1,5 m serta
Trotoar menyediakan jalur guiding block

Terdapat Jaringan Drainase

Jalur hijau berupa titik pohon peneduh

Halte untuk transportasi umum berhenti

Lampu penerangan

Wayfinding kendaraan sesuai dengan aturan dari Kementerian perhubungan
Zebracross

Pelican Cross harus dipasang pada lokasi-lokasi sebagai berikut

@ A0 o




Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

1. Pada kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang tinggi

2. Padajal n dekat persympangan.

3. Pada Umw,wmaﬁmbmmb déngan lampu lalu lintas, dimana pelican cross dapat dipasang menjadi satu
kesatuan dengan rambu lalu lintas (traffic signal) |

Pj. BUPATI BUTON,

LA ODE MUSTARI



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWES] TENGGARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
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